
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTU~AN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G / S' /I / RIll / HK / 2011
 

TENTANG 

EVALUASlRANCANGANPER~TURANDAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATANTENTANG PAJAK DAERAH
 
DA.N RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menirnbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Pajak Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan: 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

4.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah: 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun :W05 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 

6.	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

7.	 Peraturan Pernerintah NomOI 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011: 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

Mernperhatikan	 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-579/MK.7/2011 tanggal 1 Juli 2011 hal Hasil 
Evaluasi 11 (sebelas) Raperda Kabupaten Larnpung Selman tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 



MEMUTUSKAN :
 

I\lenetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATt\N TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIllUSI DAERAH. 

KESATU Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera 
rnelakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padaDikturn Kesatu. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disernpumakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disarnpaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari sctelah 
ditetapkan. 

KELlMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Tcmbusan : 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Mcnteri Keuangan di Jakarta;
 
J Kepala Badan Pemeriksa keuangan PerwakiIan Lampung di B..mdarLampung;
 
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan eli Kalianda; 
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



LAMPIRAN 

HASIL EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.lII/HKJ2011 
TANGGAL 

I. Pajak Parkir 

No. Materi Raperda KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 

1. NamaPajak Pasal 2 
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir. 

Pasal 2 
Dengan nama Pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

2. ObjekPajak Pasal 3 
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tennnasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 

(2) Penyelenggaraan tempat parkir diluar bad an jalan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. gedung parkir; 
b. pelataran parkir: 
c. garasi yang disewakan; I 

(1 \ Tdl~3le:TI~:mtp"eo~:~p~~;~kenpd:;~~an;nbana;mana dimaksud ~"",, avat 11) I 
v J U I\. ~\"'I IIU,)Uf\ VlJJ'-" UJCH\.:>I:; ~ III I ercarvo tJClUO oyo \ I 

adalah: 
a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri; 
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; 
d. ruang pamer/show room sebagai ruang memamerkan, memajang 

kendaraan untuk diperjualbelikan. 

i 

3. Subjek dan Wajib Pajak [Pasal 4 
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

parkir kendaraan bermotor. 
(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 

I menyelenggarakan ternpot pJrkir. 

Disempurnakan sesuai dengan UU 
No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 



4. Dasar Pengenaan Pajak Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5Raperda disempurnakan 
Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

(1 ) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada penyelengg aratempat parkir. 

dengan Pasal64 UU No, 28Tahun 
2009. 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) termasuk polonqan harga Parki r dan Parkir cuma-cuma yang 
diberikan kepada penerima jasa Parkir. 

5. Tarif Pajak Pasal6 - Telah sesuai dengan UU No, 28 
Tarif Pajak Parkir dilelapkan sebagai berikut: Tahun 2009. 

a. Pajak parkir diwilayah Bandar Udara dan Pelabuhan penyeberangan 
sebesar 30% (tiga puluh persen); 

b. Pajak parkir di tempat umum sebesar 10% (sepuluh persen). 

6. Cara Perhitungan Pajak Pasal7 - Telah sesuai dengan UU No, 28 
Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihilung dengan cara Tahun 2009. 
mengalikan tarif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 Peraturan Daerah 
ini. 

f---­ - -_._­

7. Wilayah Pemungutan Pasal8 - Telah sesuai dengan UU No, 28 

f------
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

---
Tahun 2009. 

8. Masa Pajak Pasal9 - Telah sesuai dengan UU No, 28 
Masa Pajak adalah jangka waklu 1(satu) bulan kalender. Tahun 2009. 

9. Penetapan 

I 

Pasal10 
I Pajak terutang dalarn masa terjadi pad a saatditerbitkannya Sural 

Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). 

-

I 
I 

Telah sesuai dengan UU No, 28 
Tahun 2009. 

I 

Pasal13 - Telah sesuai dengan UU No, 28 
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Tahun 2009. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang lerulang dengan 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang­
undangan perpajakan. 

(3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri 
pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/alau SKPDKBT. 



--- --

Pasal14 -
(1 ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
 

Bupati dapat menerbitkan:
 
a.	 SKPDKB dalam hal:
 

1) jikaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 

2)	 jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam
 
jangka waktu 15(lima belas) hari dan setelah ditegur secara
 
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
 
ditentukan dalam surat teguran;
 

3)	 jikakewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
 
terutang dihitung secara jabatan.
 

b.	 SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
 
belum terungkap yang menyebabkan penam bahan jumlah pajak
 
yang terutang.
 

c.	 SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terulang dan tidak ada kredit
 
paiak.
 

f------­

Pasal15 Pasal 15 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1g €taR Pasal 11 (€tala~ UU Pasal1 Q aY's! (3) 
(1 ) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal13 dan Pasal14 diatur dengan peraturan 
€JaFl ayat ([i) diatur dengan peraturan Bupati. Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian 
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian 

-I 
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 

P-asal=-t{l--dell1 PasaH-fdiatui uell~an Peraturan Bupati. Pasal 13 dan Pasal 14 diatur denganPeraturan Bupati. 

-10. Tata Cara Pembayaran 
dan Penagihan 

I 

I . pemnayaran penyetoran (18n temp<1 t pernoayaran paji:1r, i 
__-----'--- J dltetapkan dengan Peraturan Supat!. I	 

Telah sesuai dengan UU No, 28
Tahun 2009,

Penunjukan pasal pada Pasal15 
disernpurnacan,

Telah sesuai dengan UU No, 28
Tahun 2009 

I
I 



I Telan sesuai dengan UU No. 28 J 

Pasal18 
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas - Telah sesuai dengan UU No. 28 

(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan Tahun 2009. 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktu 
tertentu. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
harus dilakukan secara teratur danberturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibayar. 

(4) Penundaan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan unluk mengangsur atau menunda pembayaran serta tata 
cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). ayat (3)dan ayat(4)diaturdengan Peraturan Bupati. 

Pasal 16 - Telah sesuai dengan UU No. 28 

(1 ) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: Tahun 2009. 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dan hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 
I 

I I Pasa! 19 I - Telah sesuai danqan UU No. 2R 

(1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1(satu) Tahun 2009. 

bulan sejak tanggal diterbitkan. 
(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal seurat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi 
pajak yang terutang. 

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikeluarkan oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penerbitan, pengisian danpenyampaian STPD dan Surat 
Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur 

i 
dengan Peraturan Bupati. 

I 

I 
_ I ­__1 



l Pasal23 1	 I Tahun 2009. 
Sentuk, jenis, dan isiformulir yang dipergunakan untuk melaksanakan I	 I 
penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati_~ .._~. -+---­r 
Pasal30 -	 I Telah sesuai dengan UU No. 2811. Kedaluwarsa Penagihan 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 

a.	 diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b.	 ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemnohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 

I Tahun 2009 

1.	 Telah sesuai dengan UU No. 
28Tahun 2009. 

I 2.	 Urutan dan penmukan pasal 
Pasal31 1­ I agar oisesuaikai. 
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lag; karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

12. Sanksi: Pasa/14 Pasal 14 1. disempurnakansesuai dengan 
a Administrasi (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKS sebagaimana (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB UU No. 28 Tahun2009. 

dimaksud pada ayat (1) hurufa angka 1)dan angka 2) dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 2. Urutan dan perunuken pasa 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua agar disesuaikat 
dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
terutangnya pajak. . dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

I 
L_ 

(3) 
I 

Jumlah kekurangan pajak yang terutano daiam SKPDKBT 
sebaqarnana rlimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi 

I (2) 

! 
Jumlah kekuranqan rCljrlk yang Iprutang dalam SI<PDKBT I 
sebaqarnana dimaksud pada ayat (1) huruf h rlikp.n:1k:"m sanksi : 



I~ (4) 

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jka (3) 

i 
(5) 

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
perneriksaan. 
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud (4) 
pada ayat(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak 

Pasal16 
(2)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf bditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
untuk paling lama15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya paiak 

b. Pidana Pasal37 
(1)	 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidaaa kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) d~ 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan 
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif benupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh em pat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

I Telah sesuai dengan UU No. 28 
I Tahun 2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

pdana denda pelting banyak 2(dua) kali jumlah pajak terutanq yang tidak 
atau kurang dibayar. 

(2)	 Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. 

Pasal40 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan 
penerimaan negara. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
I Tahun 2009. 

13. I TanggalMulai I Pasal42	 I-
IBerlakunva i P",ra!lIran Daerah ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan·	 _ 

I	 ~ I 

I 



--- -

I 

14. Lain-lain:
 

a.Pembetulan.
 Pasal 28 
Pembatalan, (1 ) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 
Pengurangan membetulkan ~, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
Ketetapan. dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
Penghapusan atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
Pengurangan Sanksi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
Administratif 

b. Dasar hukum 15.	 Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

-_. --­, 

c. Ketenutan Penutup -

I 
Pasal28 
(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLS 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan 
hitung dan/atau kekelinuan penerapan ketentuan tertentu dalarn 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Pelaksanaan 15.	 Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

1983 Nomor 6, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

--_._-_. ------~------_. 

Pasal. .... 
I Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan Nomor ... Tahun ..... tentang Pajak 
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun '" Nomor 
...... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
...... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 28 ayat (1) disem purnakan 
dengan menghapus "SPPT", 
karena dokumen SPPT merupakan 
dokumen dalam pemungutan PBS 
Perdesaan dan Perkotaan. 

Disempumakan dengan adanya 
perubahan PP 

--

Penambahan pasal baru yang 
mengatur tentang pencabutan 
perda sebelumnya 



II. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

KeteranganNo. Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 

Telah sesuai dengan UU No. 281. Nama Pajak Pasal2 -
Tahun 2009 tentang PDRD. 

pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut 

2. Telah sesuai dengan UU No 28Objek Pajak Pasal2 -
Tahun 2009. 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : 
(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 

a. Asbes 
b. Batu Tulis 
c. Batu Setengah Permata 
d. Batu kapur 
e. Batu Apung 
f. Batu Permata 
g. Gentonit 
h. Dolomit 
I. Felspart 
j. Garam Batu 
k. Grafit 
I. GraniUAndesit 
m. Gips 
n. Kalsik I 

1./ _~ 1:_I I ~ 

I I 
n LAI/sitI - - - . 

q. Magnesit
 
r Mika
 
s. Marmer 
t. Nitrat 
u. Opsidien 
v. Oker 
w. Pasir dan kerikil 
x. Pasir kuarsa 
y. Perlit 
z. Phospat
 
aa. Talk
 
bb. Tanah Serap
 
cc Tanah Diatome
 
dd. Tanah liat
 
ee. TawasL_-----'- _ 



Subjek dan Wajib Pajak3. 

I I 

Dasar Pengenaan Pajak4. 

ft. Tras 
gg. Yarosif 
hh. Zeolit 
ii. Basal 
jj. Trakkit 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

adalah: 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, 
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah 
tangga, pemancangan tiang listrikftelepon, penanaman 
kabellistrik/telepon, penanaman pipa air/gas; 

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan 
lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. 

c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk 
kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal3 
(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang 

pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. 

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang 

I 
pribadi atau Badan yang rnenqambil Mineral Bukan Loqam dan 
Batuan. 

Pasal4 
(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

mengalikan volume/tonase has] pengambilan dengan nilai pasar 
atau harga standar masing-masing jenismineral bukan logam 
dan batuan. 

(3) Nila pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga 
rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang 
bersangkutan. 

-

-

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

I 

Pasal5 
I Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 
I 20% (dU3puluh pcrsen). 

- Telah sesuaidengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

____ I 

Tarif Pajak5. 



6. Cara Perhitungan Pajak Pasal6 
t=I1	 Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar
 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 

(2)	 Pajak---miooral=Wafi--/€l§sm-daR @StElSfl YSAQ tElHltSfl!j gif:JEl.
 
~i wilsys~ aS€lFSA 1€l1fl/3€l1 ~€lfl§sfJ:113ilaA MiAer€l1 hltJksfl L~
 
gelR hlalElaA
 

7. Wilayah Pemungutan Pasal7I 

I Wilayah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 
adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 

8. Masa Pajak Pasal8
 
Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.
 

9, Penetapan Pasal11 
(1 )	 Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2)	 Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
 

13€lr€Jss€lrhSfl SElFat k€lI€lI€lI18Ail€lj€ll( (SKP) €ltaEl dibayar sendiri
 
oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
 
perpajakan.
 

(3)	 Waji13 Pajak )'aR§ 1flem9RlJAi l,ewaji13aR f:J8r~sjakafl
 

13€lr€J€lsarl(SR f:J€lF18ISfilOfl I::llJ/3sti gi13sy€lr €JeRgsfl FA€lAQQI:HlSkoA
 
GKPG stall €J€lI>OOffiA laiA--yaf.1Q gif:J8rssmsk.m,
 

Pasal 6 
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

-

Pasal 11 
(1 ) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib membayar 

sendiri pajak yang terutang. 
(3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghitung, 

memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan 
menggunakan SPTPD. 

(4 ) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, 

Pasal 6 ayat (2) dihapus, karena 
ketentuan wilayah pemungutan 
sudah tercakup dalam Pasal 7. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

,-,~ 

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 
disempurnakan dengan 
menghapus dokumen SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, 
karena Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan merupakan 
pajak yang dibayar sendri oleh 
Wajib Pajak dengan menggunakan 
SPTPD, SKPDKB, dan/atau 

I (4) Wajib Pajak yang mementm kewaJlban perpaakan sendm dlbayar danlatau SKPDKBT.	 I SKPDKBT. III	 dengatl rnenggunaktin SPTPD, SKPDK8, daru'atau SI<PD~<BT. 

I Pasal 12 Telah sesuai dengan UU No. 28-
(1) Dalar	 lat terutangnya Tahun 2009. 

pajak 
a. 

I atau keterangan 
(urang dibayar; 
I Kepala Daerah 
In dan setelah 
3n pada waktunya 
eguran; 
dipenuhi, pajak 
In. 

b.	 atau data yang 
lkan 

I I t-' pajaK yang 9 
I I

I 



-------

10. Tata Cara Pembayaran 
I dan Penagihan 

I I 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

~a11J 

P€Hl€mt~aFllclJih laFlj~t m§Fl~jeFlis Pajak ya~~ (jallat (jill~~~ 

oo.GaSal1<aFl ll€lfa4ufa~ ~~Ilatt ata~ (jiGayaf sSFlooi €olisR waji~ Ileljak 
earl keteflttJaFllaii'mYa berkaitElR 6€lR~al1 f3€lfFl~Fl~~taFl Ilajak ffiEltw: 
€l€lFl~af1 PSfat~feR IlsmefiFlt8A. 

Dihapus. 1. Pasal 13 dihapus karena tidka 
perlu diaturdalam Perda. 

2. Dengan adanya pengurangan 
pasal, maka urutan dan 
penunjukan pasal selanjutnya 
agar disesuaikan. 

Pasal44 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, danSKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13-iiyat (31 (jaR a1'al=(&)1 
diatur dengan peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian SKPgata~ S@k~FneFllail1 yaFl~ (ji~(3fSanRakaf1; 

SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 arat (3) sail ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal ..... 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal11 dan Pasal 12 diatur dengan peraturan Bupati. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian 

SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 
dan Pasal12 diatur dengan Peraturan Bupati. 

1. Penunjukan pasal pada Pasal 
14 Raperda disempumakan. 

2. Urutan dan penunjukan pasal 
disesuaikan. 

Pasal *G 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah saat terutangnya pajak 6elFlllaliFl§ lafFla ~ 

(BRanR1 ~~laFl s€ljak taFl§~al aitsfifFlell1)'8 SPPT €olI€lR '....aji~ 

~. 
(2) ~ SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, SuratKepuiusan Keberaian, dan Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 

(3) Pembayaran pajakdilakukan di Kas daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

(4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang 
terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran 
pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

-----------

Pasal ..... 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuhtempo pembayaran dan penyetoran pajak 

yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari keria setelah saat 
terutangnya pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 
dan harus diiunasi dalam jangka waktu paling lama i (salu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 

(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kasdaerah atau tempat lain yang ditunjuk 
oleh Bupati 

(4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Pasal 16 Raperda 
disempumakan dengan 
menghapus dokumen "SPPT", 
kare nadoku men SPPT 
merupakan dokumen 
pemungulan PBB Pedesaan 
dan Perkotaan. 

2. urutan dan penunukan pasal 
disesuaikan. 

I 

I 

Pasal U 
(1 ) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. ,,.,, n _I' • __ , ,,.,, "1 11"'"'\ • I , , , .. 

1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

L_ I persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetuiuan I disesuaikan._______1 ~ 

I 



I 

I 

Kedaluwarsa Penagihan 

kepada Wajib Pajak unluk mengangsur atau menunda pajak 
I terutang pada kurun waktu lertentu. 

(3)	 Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4)	 Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari 
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(5)	 Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
serta tata carapembayaran angsuran atau penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dengan Peraturan Buoati 

Pasal ~ 

(1 )	 Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 
a.	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b.	 Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan 
c.	 Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda 

Pasal ~ 

(1 ) STPD merupakan dasar penagihan pajak danharus dilunasi 1 
(satu) bulan sejak tanggal ditcrbilkan. 

(2)	 Surat teguran atau surat peringatan atau ~LJr8t lain Y8ng 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

I 

(3)	 Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal seurat leguran atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak 
harus melunasi pajak yang terutang. 

(4)	 Surat Teguran, Sural Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(5)	 Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan 
Surat Teguran atau suralperingatan atau surat lain yang 
sejenis diatur dengan Peraluran Bupali. 

11. Pasal ~ 

(1 )	 Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa 
i setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak <;;:J;:J! 

I, I, i terutangnya Pajak, kecusli apabila Wajib Pajak rnelakukan 

-

-

Pasal .... 
(1 ) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

mplilm[l::lui waktn c; (limn) tahun tprhit1rng sejak saat terutangnya Pajak, 
kecua!i apabila Wajib Pajak me!akukan tindak pidana di bidang perpaakan 

1.	 Telah sesuai dengan UU No. 
28 Tahun 2009. 

2.	 Urutan dan penunjukan pasal 
disesuaikan 

1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

I 2. Urutan dan pcmnjckan pasal
 
disesuaikan.
 

1. Pasal 26Raperda
 
disempurnakan sesuai dengan
 
Pasal166UU No. 28Tahun
 

I	 2009. J 
I 



tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 2.	 Urutan dan penunjukan pasaldaerah. 
(2)	 Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada disesuaikan. 

ayat (1) tertangguh apabila: 
(2)	 Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila: 
b.	 diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau a.	 diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
c.	 ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 

langsung maupun tidak langsung. tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemnohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 

1. Ditambah 1(satu) pasal yangPasal .... 
mengatur penghapusan piutang 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(1)	 Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

pajak yang kedaluwarsa, sesuai 
dengan Pasal167 UU No. 28 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 

Tahun 2009. 
(3)	 Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur 2.	 Urutan dan penunjukan pasal 

dsesuakanC-- f i .	 1 dp_"n--,,9_an_Pp__r_ClI_u_ra_n_B_u,--pa_t_i------------- ­
1.	 DiSefnp-lJf-nd-~k-a-n -st:--s-u-a-i--I12. I Sanksi I Pasel ~	 I Pasal ... 

a.	 Administrasi (2) Jumlah kekurangan pajak yang tenutang dalam SKPDKB (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dengan UU No. 28Tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1)dan dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) huruf a angka 1)dan angka 2) dikenakan 2009. 
angka 2)dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 2. Urutan dan penunjukan pasal 
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu disesuaikan. 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
em pat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	 pajak. 

(3)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1) hurufb dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
dikenakan sanksi administratifberupa kenaikan sebesar 100% kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. tersebut. 

(4)	 Kenaikan sebagaimana dim aksud pada ayat (2) tidakdikenakan (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib 
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
pemeriksaan. (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

, I (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
 
I I dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 3) dikenakan sanksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi I
 I 

__ ~	 I administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perse~1 administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dariJ~ _ J 



I 

b. Pidana 
I 

Tanggal Mulai Berlakunya 

I 

Lain-lain 

I 

13.

14.

15. ~. Pembetulan,
 
Pembatalan,
 
n ___ .. _______I 

I I Ketetapan, dan I SKPDN atau SKPDLB yang rl:=1li1m rpnprbit;:mnY:=1 tprrlapat yang dalarn penerbitannya tordapat kosalahan tulis dan/atau kesalahan dokunen dalam pernunquia: I
 
I ! Penghapusan a/au ! kesalahan tulis dan/atau kesa!ahan hitung dan/atau kekeliruan I hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan PBB Perdesaan dan Perkoiaan.
 

dan pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga paiak yang kurang atau terlarnbat cibayar untuk jangka waklu paling lam~ 
Isebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat tenutangnya pajak. 

Pasal~ Pasal "., 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 1. Pasal15 ayat (3) Raperda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dimaksud pada ayat (1) hurufa dan huruf b ditambah dengan sanksi dihapus, karena Pajak Mineral 
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk Bukan Logam dan Batuan 
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak. dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
bulan sejak saat terutangnya pajak. (self assessment) sehingga 

tal SKPD yaFl~ ti€iak atau-¥ufaFl~ iji~ayaf sstEila~ jatEJ~ tSfFlpe tidak memerlukan dokumen 

~@fFli3aY3n3Fl €likeFl31wFl S3Flksi agfFliFlistfatif ~ElHj~a ~EJFl§a SKPD. 

I sOOcsaf 2% (€lela fJ@r€@n) sOOEJlaFl gaFl gita~i~ ffi@lallJi ~TPD. 2. Urutan dan penunjukan pasal 
disesuaikan. 

Pasal 32 
Telah sesuai dengan UU No. 28(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan - Tahun 2009.

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapal dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak tenutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

I penjara paling !3rJ1J 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
meruqikan keuangan Daerah dapat diprdana dengan pidana 

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

PasalU Pasal .... 1. Disempumakan.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... dan Pasal "'" ayat (1) dan ayat 2. Urutan dan penunjukan pasal
merupakan penerimaan negara. (2) merupakan penerimaan negara. disesuaikan. 

Pasal40 - Telah sesuai dengan peraturan 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. perundang-undangan. 

Pasal ~ 

(1) Atas pemnohonan WajibPajak atau karena jabatannya, Bupati 
I • II ....................... , .......... " ......... , .......... , , ....- ----

~~~~~~~----,--~~~~~~~~~~~~--,I 



Pengurangan Sanksi penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ perundang-undangan perpajakan daerah. 2. Urutan dan penunjukan pasal 
Administratif undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: disesuaikan 

(2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bung a, 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesalahannya; 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 

b. mengurangkan atau membatalkan ~ SKPDKB, SKPDKBT SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan ditentukan; dan 
tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

I 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

>--­ I 
kondisi tertentu objek pajak. 

I I 

16~1 b. Keberatan dan PasalW 1. Disempumakan dengan 
I Banding (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala menghapus "SPPT" , karena 

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: dokumen SPPT merupakan 
a. ~; dokumen dalam pemungutan 
b. SKPD; PBS Perdesaan dan Perkotaan. 
c. SKPDKB; 2. Urutan dan penunjukan pasal 
d. SKPDKBT; disesua ikan. 
e SKPDLB; 
f. SKPDN; dan 

Pemotongan ataupemungutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

t-I-----

Dasar Hukum 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Disempurnakan dengan adanya 
Mengingat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang perubahan PP 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 



---

III. Pajak Sarang Burung Walet 

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1. Nama Pajak Pasal 2 
(1 ) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas 

setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung 
Wale!. 

- Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009 tentang PDRD. 

2. Objek Pajak Pasal 2 
(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau 

pengusahaan Sarang Burung Wale!. 
(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah 
dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

- T~h sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
20 9. 

3. Subjek dan Wajib Pajak Pasal3 
(1 ) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan danlatau mengusahakan Sarang Burung Wale!. 
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan danlatau mengusahakan Sarang Burung Walet . 

- Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

4. 

I 

Dasar Pengenaan Pajak Pasal4 
(1 ) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual 

Sarang Burung Wale!. 
(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran 
UIl1UIII Saranq BururlY 'vVCliet yClflg berlaku di daeral: yang 
bersangkutan dengan volume Sarang Burung Wale!. 

(3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

I 

5. Tarif Pajak Pasal 5 
Tarif Pajak Sarang Burunq Walet adalah 5% (lima persen). 

- Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

6. CaraPerhitungan Pajak - Pasal ..... 
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

1. Ditambah 1(satu) pasal yang 
mengatur cara menghitung besaran 
pokok Pajak Sarang Burung Wale!. 

2. Dengan adanya penambahan pasal, 
maka urutan dan penumnan pasal 
selanjutnya agar disesuaikan. 

7. Wilayah Pemungutan PasalG - 2. Telah sesuai dengan UU No. 28 

I Kabupaten Lampung Selatan. ____I 3. Diubah menjadi Pasal 7. ___--ll _ 1 



8. Masa Pajak Pasallc 
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

9. Penetapan Pasal*'! 
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan 
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, danJatau 
SKPOKBT. 

Pasal U 
(1) Oalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 

pajak, Bupati dapat menerbitkan: 
a SKPDKB dalam hal: 

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2) jika SPTPO tidak disampaikan kepada Kepala Oaerah 
dalam jangka waktu 15(lima belas) hari dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 

3) jika kewajiban mengisi SPTPO tidak dipenuhi, paiak 
yang tenutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jikaditemukan databaru danJatau data yang 
semula belum tenungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang tenutang. 

c. SKPON jikajumlah pajak yang terutang sarna besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

Pasal~ 

(1) Tata cara penerbitan SPTPO, SKPDKB, dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalam Rasal 1G ~aF-l Pasal11 (aalafl1 IJY 
Pasal1 Q8,'al (2) 9ar1 ayal ~#t--diatur dengan peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian 
SPTPO, SKPOKB, dan SKPOKBT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1Q ~aA Pasal 11 (€Ialafl1 UU Pasal 1QayElI (3) €Iar1 ayElI 
~diatur dengan Peraturan Bupati. 

I 

Pasal13 
(1)	 Tata cara penerbitan SPTPO, SKPOKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 dan Pasal 12diatur dengan 
peraturan Bupati. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian SPTPD' SKPOKB, dan SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal12 diaturdengan Peraluran 
Bupati. 

1. Telah sesuai denqan UU No. 28 
Tahun 2009. 

2. Diubah menjadi Pasal s. 
1. Telah sesuai dengan UU No. 28 

Tahun 2009. 
2. Oiubah menjadi Pasal11. 

1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

2.	 Oiubah menjadi Pasal 12. 

a	 Penunjukan pasal pada Pasal 12 
Raperda disempurnakan. 

b.	 Diubah menjadi Pasal 13. 



10. Tata Cara Pembayaran 
dan Penagihan 

Pasal ~ 

(1)	 Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah saat terutangnya pajak @ElR filElliR§ lemm G (Sf1ElRR) 

~jak---taI1!J!l@1 €lit€iriRR@flj'@ SPPT @Ieh wajihl fijajalc 
(2)	 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepulusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbilkan. 

(3)	 Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah alau lempat lain yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(4)	 Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang lerulang 
dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui lempal 
pembayaran yang dilunjuk oleh Bupali. 

(5)	 Tata cara pembayaran, penyeloran, dan tempat pembayaran pajak 
dilelapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal~ 

(1)	 Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus alau lunas. 
(2)	 Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang dilentukan dapal memberikan perselujuan kepada 
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terulang pada 
kurun waklu lertenlu. 

1(3)	 Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus diiakukan secara teraiurdan beriurut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kurang dibayar. 

(4)	 Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan sampai balas waklu yang ditenlukan dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah 
pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(5)	 Persyaratan unluk mengangsur alau menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayal (3) dan ayat (4) dialur dengan 
Peraturan Bupali. 

Pasal15 
(1)	 Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30(tiga puluh) hari kerja 
setelah saat terutangnya pajak. 

(2)	 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3)	 Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(4)	 Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang 
dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5)	 Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1.	 Pasal14 Raperda disempurnakan 
dengan menghapus dokumen 
"SPPT", karena dokumen SPPT 
merupakan dokumen pemungutan 
PBB Pedesaan dan Perkotaan. 

2.	 Diubah menjadi Pasal15. 

1.	 Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

2.	 Diubah menjadi Pasal 16. 

I Pasal ~ Pasal14	 1. Pasal13Raperdadisempurnakan 
(1)	 Bupati dapal menerbilkan STPD jika: (1) Bupali dapat menerbilkan STPD jika: sesuai dengan Pasal100 UU No. 28

J . a pajak dalam lahun berjalan lidakatau kurang dibayar; a. pajak dalam lahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Tahun 2009.
 
I 

1 

b. WJjib PJjJk dikcnakan sanksi acrninisfrali! berupa bunga I b. dan hasil penelilian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran I 2. Diubah menjadi Pasal14.
 
L dan/atau denda.	 L____ seb~g~~!~bat salah tulis dan/atau saiai-I hitung, ._ .. L _ I 



I 
Pasal*G 
(1)	 STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 
(2)	 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 
7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran. 

(3)	 Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal seurat teguran atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang. 

(4)	 Surat Teguran, SuratPeringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Bupat; 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(5)	 Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan 
Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
diatur dengan Peraturan Bupali. 

Pasal ~ 

(1 ) Pajak yang terulang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 
Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak 
pada waktunya dapatditagih dengan Sural Paksa. 

(2)	 Penagihan pajak dengan suratpaksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

~ ~ 
II. Pasal24i<edaiuwarsa Penagihall 

(1)	 Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhilung sejak saat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)tertangguh apabila: 
a.	 diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b.	 ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan SuratTeg uran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) hurufa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut 

(4)	 Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalahWajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih rnempunyai 111;:mg Pajak dan belum 

I	 melunasinya kepada Pemerintah Daerah.! J I 

c.	 Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
 
dan/atau denda.
 

1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009.-

2. Diubah menjadi Pasal17. 

- 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

2. Diubah menjadi Pasal 18. 

1.	 Telah sesuai dengan UU No. 28 
Tahun 2009. 

-

2.	 Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan. 

I	 I 
I	 --~ 



(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

-----'------------------+---­

Pasal25 - 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karen a hak untuk Tahun 2009. 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang 2. Urutan danpenunjukan pasal agar 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disesuaikan. 
(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

12. Sanksi: 
a. Administrasi Pasal ** Pasal .... 1. Disempurnakan sesuai dengan UU 

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB No. 28Tahun 2009. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1) 2. Diubah menjadi Pasal12. 
2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
persen) sebulan dihltung dari pajak yang kurang atau terlambat 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
bulan dihitung sejaksaatterutangnya pajak. empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. jumlah kekurangan pajaktersebut 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lidak dikenakan jika 

I ... 
(4) 

jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
~em.e~iksa~n. . _ __ _ 
uurruan pajaK yang terutang daiarn ~KI-'UKl; sebaqarnana 

Wajlb Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan I 
I _ pemeriksaan. _ _ _ _ _ I 

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam ~KI-'l)K(j sebaqarnana dimaksud 
dimaksud padaayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
persen) dari pokok paiak ditambah sanksi administratif berupa ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajakyang persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau ter1ambat 
kurang atau ter1ambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal ~ Pasal14 1. Pasal 13 ayat(3)Raperda dihapus, 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana karena pajak sarang burung walet 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb dimaksud pada ayat (1) hurufa danhuruf b ditambah dengan sanksi dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
ditambah dengan sanksi adm inistratif berupa bunga sebesar 2% administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan (self assessment) sehingga tidak 
(dua persen) setiap buan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya memer1ukan dokumen SKPD. 
sejak saatterutangnya pajak pajak. 2. Diubah menjadi Pasal14. 

I 
I 

t 

(3) 

I 

SKPbl yaf1§ ti€lalc atal3lwraF1~ €li8ayarwt€lla~ jatl3R t€lm~@ 

p0mRFlynfBnclikoAAliaQ snA)(Si administratif berupa bunga 
"1'11::1,,"0' JOI IdU:l romeo) soh, ,Is£ ~nn rljt='l h ffislalul' <'Tpn6 6_..'\;,_""1"_'_ "1~"'~t1cml:l'~::1t1, u 0, 0. J I 

I 
I 



Pasal ~ - 1. Telah sesuai dengan UU No. 28·Fna 
(3)	 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD Tahun 2009. 

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 2. Diubah menjadi Pasal 32. 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(4)	 Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 

Pasal ~ Pasal35
 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~ dan Pasal ~
 1. Disempurnakan. 
merupakan penerimaan negara 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32dan Pasal 33 ~ 
2. Diubah menjadi Pasal 35.dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. 

_c _____~_· ___ ~____ -. - ---~-

Tanggal Mulai Pasal~13. 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
Beriakunya 

-
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Tahun 2009. 

2. Diubah menjadi Pasal 38. 
. _-

Dasar hukum Mengingat14. 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Disempumakan dengan adanya 
dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
perubahan UU 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebaqairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun I 

I I	 2000 (Lembaran Negara Rspublik lndonasia Tahun 2000 Nomor 27. I 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

I 

Ketentuan Penutup15. Pasal 36 Subtansi Pasal 36 disempurnakan 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Pasal36 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak Kabupaten Lampung Selatan Nomor ..... Tahun ....... tentang .............. 
berlaku. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun .....Nomor ......, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor.....) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



IV. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

No, Materi Wajib Raperda 
1-1---+-------' 

Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
I 

Keterangan 

1. I Nama Retribusi Pasal2 Pemda hanya dapat memungut 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi alas retribusi pada Pelabuhan yang dimiliki 
jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan dan/atau dikelola oleh Pemda. 
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

I I I I I 
2. Objek Retribusi Pasal 3 Pasal3 Pelayanan pemberian sertifikat 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan pengawakan kapal dan pemeriksaan 
kepelabuhanan, tenmasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan jasakepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kelengkapan papal motor bukan objek 
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Oaerah. pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 

(2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Oaerah. 
meliputi: (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada 
a. Jasa denmaga ayat (1) meliputi: 
b. Jasa penumpukan a. Jasa dermaga 
c. Jasa pengelolaan pelabuhan b. Jasa penumpukan 
4-­ P€lla)'8Fl8R fl€lfFle@FiaR 9€lrtifil(@t ~€lR§a¥I@I(@Fl /(@Jila/ c. Jasa pengelolaan pelabuhan 
s. Psla)'8FloR JilSfFlElFiksaaR I\EJISR§l\at3a~al fFl€l!@F YOR§ ~eFEJIHJFelR (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
~ pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang 

(3) Oikecualikan dariobjekRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disediakan, dimiliki dan/atau dikelolaoleh Pemerintah, SUMN, 
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki SUMD, dan pihak swasta. 

! ~dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, SUMO, dan pihak swasta 

3. SubJek Retnbusi 
i I

I Pasal4 Pasal4 I Telah sesuai denqan UU No. 28 Tahun 
(1) Suujek Retribusi adaiah orang pribadl atau badan yang memperoleh (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang I 2009. 

izin, pelayanan dibidang kepelabuhan dan sertifikat pengawakan kapal. menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan 
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

retribusi. (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi tenmasuk pungutan atau pemotongan · 
retribusi kepelabuhanan. 

4. Golonqan Retribusi Pasal5 Pasal 5 
l-------------­
I Pasal 5 ayat (2) dihapus. 

(1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi 
Usaha. Jasa Usaha. 

f2) G@IoogElFl R€ltFi~i-JflsEl Usal:lEl SQ98§8iFFlaFl8 €JiFFl8ksy€J l'la€Ja syat (1) 
tSHliri sari: 

I 
I 

I I 
I 

a. 
~. 

JaGs sSFms§a 
Jasa ~EeJnEJIfII3EJkm I

~ __ 
I

__J 
II 



I 

I 

I 

I 5. 

6. 

I 

G-. 

rJ. 
€I. 

Jasa ~@Fl§@lelaaFl ~@laBlJRaR 

PslayaFlElFl ~8ffitJ8riem ssFlifil(ElI ~sFl~awakaFl kaJ3sl 
P€JlayaFlaFl ~l5riIi8aaFlI(I5II5Fl§kaJ3aR Ica~al fF1€lt@r yaR~€lF~h:jfaR 

~ 

Cara Mengukur Tingkal 
Penggunaan Jasa 

Pasal 6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan 
kepelabuhan. 

Prinsip yang Dianut dalam 
Penelapan Struktur dan 
Besarnya TarifRetribusi 

Pasal 7 
(1) PriFlSiJ3 ,'aFl@ €liaRElI €lalaF1F1 fj€lflClaJ3aFl strlJktt/fetarif a€lalaR l:ll5r€lastMkoo 

jl5Flis €laFl hElaFltitas ~SI8YSF19Fl kSJ3slal:llJRElFl. 
(2) PriRsiJ3 ,'aR§! €liORElt aalaRl ~eAl5tafjOA stFt/ktElF larifa€laloR ~F1tElh 

ffi€lf'lEltlJpimaYEJ---Bj)6fssi@f1al ,'aRQ €Ii~€J~ElkaF1 dalafF1~slayaRaFl 

k@~€Jla8lJRaFl. 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi 

Pasal9 
(1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan kuantitas 

pelayanan kepelabuhan. 
(2) Struktur dan besarnya tarifrejrbusi ditetapkan sebagai berikut: 

a. bsrtifikal f')sFl§awal<aA ka~al R~12!i.QQQfka~al 

b. Jasa dermaga Rp100.000/tongkang 
c. Jasa penumpukan Rp500. OOO/to ngka ng 
d. Jasa pengelolaan pelabuhan 

<240 feet Rp1 .500.000/tgkg 
e. Jasa pengelolaan pelabuhan 

240 sId 270feet Rp2.000.000/tgkg 
i.	 Jasa penqeloraan pelabuhan 

>270 feet Rp2.500.OOO/tongkang 
Q.	 PslaysFlaFl J3sfF1srikss@Fl 

kslsR§!kafjaf1 ka~al F1F1€lI@F j'9RQ 
8srlJkElraFl ~ 7 8T R~4 2!i.QQQ!I(@~sl 

Wilayah Pemungutan Pasal 10 
Retribusi pelayanan kepelabuban dipungut di wilayah Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Masa retribusi Pasal11 
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang rnerupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa. 

Penentuan Pembayaran, Pasal12
ITempat Pernbayaran, (1) Retribusi terutanq leriad: pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain i 

Angsuran, dan Penundaan yang dipersarnakan.	 I 

-

Pasal 7 
Prinsip dan sasaran penetapan besar tarif retribusi jasa usaha 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak 
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha 
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada 
harga pasar. 

Pasal9 
(1 ) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan 

kuantitas pelayanan kepelabuhan. 
(2)	 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai 

berikut: 
a.	 Jasa dermaga Rp100.000/tortgkang 
b.	 Jasa penumpukan Rp500.000/tongkang 
c.	 Jasa pengelolaan pelabuhan <240 feet 

Rp1.500.000/tgkg 
d.	 Jasa pengelolaan pelabuhan 240 sid 270 feet 

Rp2.000.000/tgkg 
e.	 Jasa pengelolaan pelabuhan >270 feet 

Rp2.500.000/tongkang 

-

Pasal11
 
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ...... bln/tahun.
 

-

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

Prinsip dan sasaran RetribusiPelayanan 
Kepelabuhanan disesuaikan dengan 
prinsip dan sasaran retribusi jasa usaha, 
sesuai dengan Pasal153 UUNo. 28 
Tahun 2009. 

Pelayanan pernberian sertifikat
 
pengawakan kapal danpemenksaan
 
kelengkapan kapal motor bukan objek
 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 

I 

Telah sesuaidengan UU No. 28Tahun
 
2009.
 

Disempumakan sesuai dengan UU No.
 
28 Tahun 2009.
 

Telah sesuaidengan UU No. 28Tahun 
2009 

I 
I	 I 

7. 

8. 

9. 

10. 

I 

I 



Pembayaran (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

Pasal13 
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 
(2) SPdORD sebagaimanadimaksud pada ayta (1) harus diisi dengan jelas, 

benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau 
kuasanya. 

(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjutdengan 
Peraturan Supati. 

Pasal14 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

ditetapkan retribusi terulang dengan SKRD atau dokumen lainyang 
dipersamakan. 

(2) Al3a13ila 13€lHiJasarl,aFl ~asil ~B~€lriksaaFl @a~ @iIQ~",1(8Fl €Iala l,laFU ata", 
OOIa )'aFl§t s€l~~18: b€llum t€lrunglcapyang-moo)'~~arnOOl:laJl 

j~~la~ rstri13"'si yaFl§ ImliltaFl§, maka €Iil(QIIilarl(a~ SKRQK8T. 
(3) Bentuk, isidantatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)gaFl SKR~ 

se47a§ai~aFla €Iimahs~€Il3a€la ayat (2) akan diatur lebih lanjutdengan 
Peraturan Supati. 

Pas8115 

Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 
2009. 

1. Pasal 14 ayat (1) disempurnakan 
dengan mengubah penunjukan Pasal 
12ayat (1) menjadi Pasal13 ayat (1). 

2. Pasal 14 ayat (2) dihapus karena 
retribusi dipungut berdasarkan 
penetapan Kepala Daerah (Official 
assessment) sehingga tidak diperlukan 
dokumen SKRDKST. 

3. Pasal 14 ayat (3) disernpurnakan 

1. Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dihapus 

I (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Relribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Dokumen lainyang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(4) gala~ ~al Waji~ Rstril31ilsi tSrlQFltlil ti€l8k ~s~@ayar ts~at I'la€la wakt"'Fly8 

alalil IHjraFl~ ~€lmBayar, @il,sFlakaFl s8Flicsi a@~iFlistratif B8r",~a BUFl~a 

sEl~ssar 2% (€l",a 138rs8~) sstia~ @l3IEm €lari Rl3tri@~si Y8Fl§ tsrl3ta~§ yaFl~ 

ti@ak ata~ klilr8Fl§ €Ii@8)'ar @8~ @its§il9 8I3Fl§aFl ml3~§~IilFlak8Fl ~;nm. 

(Ii) Pe~a§i~an R€JtriBIilsi t€iRJtaFl~ so~a§aimaF1a @i~aksl3€1 ~a8a ay@t (3) 
@i8a~IilIl3i €II3Fl~aFl Sl3rat TS~l3r8Fl. 

(6) Ketentuan lebih laniut menaenai e€lF1a€li~aFl retribusi diaturdenaan 

I karena telah diatur dalam Pasal 18 
Raperda 

2. Pasal 15 ayat (6) disempurnakan 
dengan mengubah "penagihan u 

menjadi "pemungutan". 

Pasal16 ayat (2) disempurnakan dengan 
rnenghapus dokumen SKRDKBT. 

y;:mg ierutanq oumas: serannat-rernoamy( , y yang 9 9 I ,-,I (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) be!as) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainI I 



--

11. 

12. 

Sanksi: 
a.	 Administratif 

b.	 Pidana 

Penagihan 

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
~danSTRD. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal M} 

Da/am hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap 
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal29 
(1)	 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
tenutang. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 
pelanggaran.
 

-

I 

PasalU 
(1)	 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, GKR9KB*, STRD, dan SuratKeputusan Keberatan yang 
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak 
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan 
Unusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan 

(3) 
yang dipersamakan dan STRD. 
Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran 
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

-

Pasal ..... 
(1) Wajibretribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penerimaan negara. 

Pasal .... 
(1)	 Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2)	 Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran. I 

(3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh 
subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang 
terutang. 

(4) Suratteguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal .... 
(1 ) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan 
yang menyebabkan jumlah retribusi yang harusdibayar 
bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib 
Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara (BUPLN). 

1. Telah sesuai dengan UUNo. 28 
Tahun 2009. 

2, Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan. 

1. Pasal 29 Raperda ditam bah 1 (satu) 
ayat baru mengenai penerimaan 
denda atas pidana, sesuai dengan 
Pasal178 UU No. 28 Tahun 2009. 

2. Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan. 

I I I perundana-undangan yang berlClku	 I (2) f-'p n3Q" ,-_, "~'J' ... 'U,,,, ~'J' Ln "'"""VU,""""'" I p p 9 II I I	 I berdasarkan peraturan pcrundanq-undanqan yang berlaku I disesuaikan. --J 

I 



13. Penghapusan Piutang Pasal t;J 1. Telah sesuai dengan UU No, 28 
Retribusi yang Kedaluwarsa Tahun 2009. 

melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat teru tangnya retribusi, 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah 

2, Urutan dan penunjukan pasal agar 
kecuali apabila Wajib Retribusi rnelakukan tindak pidana di bidang disesuaikan. 
Retribusi. 

(2)	 Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditangguhkan apabila: 
a.	 diterbitkan Surat Teguran; atau 
b.	 ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupuntidaklangsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hurufb, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Relribusi dan belum melunasinya 
kepada Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

Pasal .... 1. Ditambahkan 1 (satu) pasal mengenai 
piutang retribusi yang kedal uwarsa, 

untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 
dihapuskan. 2009. 

I(2) ~upa.ti rnenetapkan K~put~san Penghapusan Piutang . . 2. Urutan dan penunjukan pasa agar 
KetriDUSI yang suaan xecauwarsa secaqaanaaa cmaksuo disesuaikan. 
pada ayat (1), 

(3) Tatacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati 

-~-----+I------------11 

Pasal30 Pasal 30 Kalimat dan subtansi Pasal 30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bertaku, Retribusi yang masih terutang Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang disempurnakan 
berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, 
Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu ~ sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat 
tahun terhitung sejak saat terutang. ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 

terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak 
pidana dibidang retribusi. 

Pasal32 I Pasal32 Kalimat dan subtansi Pasal 32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan disempurnakan 
Kabupaten lampung SplCltan Nnmnr n2 t.1hlin ?nnR tpntCln~ Pptrihusi Oaerah I<abupaten Lampung Selatan Nornor 02 Tahun 200B 

I	 PengawClsan dan Pengaturan Kepe!abuhanan di VVi!ayah kabupaten I tentang Rctribusi Pcngaw3son dan Pengaturan Kepelabuhan di I 



Tanggal Mulai Berlakunya14. 

Lain-lain:15. 
a.	 keberatan 

L.	 1""\ I I •• l".~ ~"~ .... _: __ ...J. 

U. Ud::>dl nUI\U111 IVlt::ll~ 111\ddl 

---- --_._-

Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal ~
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Pasal 19 
(1)	 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainyang 
dipersamakan €l8f:l§l3A SKRDKBT dan SKRDLB. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,~KR[)KBT 

dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

(4)	 Keberalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga 
tidak dipertimbangkan. 

(5)	 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

11.	 Peiatuian Pemerintah Nomoi 27 Tal'HHl 1983 tentanq Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun .... Nomor ...., Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor ....) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

1. Telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

2.	 Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan. 

1.	 Pasal19 ayat (1) dan ayat (3)Pasal 19 
disempurnakan dengan menghapus 

kepada Bupafatau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
(1)	 Wajib Retribusi tertenlu dapat mengajukan keberatan hanya 

dokumen SKRDKBT.
 
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
 2.	 Urutan dan penunjukan pasal agar 

disesuaikan.
 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4)	 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5)	 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

1. Disempurnakan dengan adanya 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

11.	 Peiatuian Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
perubahan PP No. 27 Thn 2003 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Penambahan PP tentang 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kepelabuhanan, urutan sesuaikan 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU No 10 Thn 2004 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 127, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4145); 



I 

V. Retribusi Izin Trayek 

No. Materi Wajib Raperda KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 

1. Nama Retribusi Telah sesuai dengan UU No. 28 TahunPasal 2 Pasal 2 
2009. 

pembayaran atas pemberian izin trayek. 
(1)	 Dengan nama Retribusi IzinTrayek dipungut Retribusi sebagai Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai 

pembayaran atas pemberian izin trayek. 

Objek Retribusi2. Telah sesuai dengan UU No. 28 TahunPasal 2 Pasal 2 
2009. 

badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
(2)	 Objek Retribusi adalah pem berian izin kepada orang pribadi atau Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi: pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi: 
a Angkutan pedesaan a.	 Angkutan pedesaan 
b. Angkutan perbatasan. b.	 Angkutan perbatasan. 

Subjek Retribusi Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun3. Pasal2 Pasal 2 
(3)	 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh (1)	 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 2009. 

pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin trayek. memperoleh pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin 
(4)	 Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wajib trayek.
 

retribusi.
 (2)	 Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
wajib retribusi. 

f--~. 

Telah sesuai dengan UUNo. 28 Tahun 
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

4. Golongan Retribusi Pasal3 -

2009. 

Cara Mengukur Tingkat Telah sesuai dengan UUNo.28 Tahun 
Penggunaan Jasa 

5. Pasal4 -

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan 2009. 
1. ____ • ... __ .1.______ .1 _I __ J I 

Kdf./d::illd::i tenipat UUUUK. 

Telah sesuai dengan UU No.28Tahun 
Penetapan Struktur dan 

6. Prinsip yang Dianut dalam Pasal 5 -
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarifretribusi 2009. 

Besarnya TarifRetribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 

1. Dokumen Kartu Pengawasan sudah 
Retribusi 

7. Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 7 Pasal? 
tenrnasuk dalam pemberian sural izin 

ditentukan sebagai berikut: 
Struktur dan besarnya tarifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Struktur dan besarnya tarifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

trayek, sesuai pasal47 ayat (3)ditentukan sebagai berikut: 
Kepmenhub No. 35Tahun 2003.1.	 Retribusi Izin Trayek Baru ditetapkan: 1.	 Retribusi Izin Trayek Baru ditetapkan: 
sehingga tarif retribusinya dapata. Kendaraan bus sebesar Rp300.000 a. Kendaraan bus sebesar Rp300.000 
digabung kandalam tarif retribus izi nb. Mobil penumpangfmikrolet sebesar Rp1 00.000 b. Mobil penumpang/mikrolet sebesar Rp100.000 
trayek yang dipungut oleh Pemda. 

. lribus: untuk Daftar Ulang (reqisras')dtetapkan: :2 Retribusi untuk Daftar !JIang (registrasi) untuk setiap 5 (limn) I ') MClq hpr1;'1ku izin trayek 8rlalah 
c. Izin operasi taksi sebesar Rp250.000 c. Izin operasi taksi sebesar Rp250.000 

I I a. ~.1obil bus sebesar Rp75.000 ~ditct3pk;m:	 I tahun, sehingg3 daftar !J!ang I 



Wilayah Pemungutan8. 

9.	 Penentuan Pembayaran, 
Tempat Pembayaran, 
Angsuran, dan Penundaan 
Pembayaran 

Peraturan Bupati. 

Pasal 11 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara
 

tunai/lunas
 
(2)	 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain 

yang ditunjuk sesuai waktu yang dilentukan dengan menggunakan 
SKRO atau dokumen lainnya yang dipersamakan. 

Pasal12 
(1)	 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 0 

Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. 
(2)	 Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan 
(3)	 Benluk, is! kualitas, ukuran buku dan tanda bukli pembayaran

I	 , I _ retribusi ditetapkan oleh Bupati. ! 

Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun 
2009. 

Telah sesuai dengan UlJ No. 28Tahun 
2009. 



10, Sanksi: 
a. Adminislrasi 

b. Pidana 

Pasal14 
Dalam hal Wajib Relribusi lidak membayar lepal pada waklunya alau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% seliap bulan dan relribusi yang lerutang yang tidak alau kurang 
dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal22 
(1) Wajib retribusi yang lidakmelaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah relribusi 
lerulang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

11 Penagihan 

I 

Pasal 13 
(1) Pengeluaran sural leguran/surat peringalan/sural lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 
segera selelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selelah tanggal surat 
teguran/surat peringalan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek 
retribusi. Subyek relribusi wajib melunasi retribusi yang lerutang, 

(3) Sural leguran/surat peringatanlsural lain yang sejenis sebagaimana 
dirnaksud pada ayat(1)dikeluarkan oleh Pejabal yang ditunjuk. 

12. 

I 
I 

Penghapusan Piulang 
Relribusi yang Kedaluwarsa 

Pasal 21 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa 

setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
relribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang Retribusi. 

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilangguhkan apabila: 
a. dilerbilkan Surat Teguran; alau 
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

I 
I 

Telah sesuai dengan UUNo. 28Tahun 
2009. 

Pasal22 Pada Pasal22 ditambah 1 (satu) ayat 
(1) Wajib relribusi yang lidakmelaksanakan kewajibannya baru mengenai penerimaan denda alas 

sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana pidana, sesuai dengan Pasal178 UU No. 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 28 Tahun 2009. 
(tiga) kali jumlah retribusi terulang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanqqaran 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penerimaan negara. 

Pasal13 Pasal 13 disem pumakan dengan 
(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan rnenggunakan STRD. menarnbah 1 (satu) ayatyang mengalur 
(2) Pengeluaran surat leguran/surat peringatanlsurat lain yang penagihan retribusi dengan 

sejenis sebagai awaltindakan pelaksanaan penagihan retribusi menggunakan STRD. 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh tempo 
pernbayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal sural 
teguran/surat peringatanlsurat lain yang sejenis diterima oleh 
subyek relribusi. Subyek retribusi wajib melunasi relribusi yang 
tsrutanq I 

(4) Sural teguran/sural peringatan/sural lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 

Telah sesuai dengan UUNo. 28Tahun 
2009. 



-

TanggalMu~iBerlakunya13. 

14. Lain-lain 
a. Keberatan 

I 

I I 

(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2)huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran terse but. 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
belum melunasinya kepada Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf b,dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan olehWajib Retribusi. 

-

Pasal 27
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Pasal15 
(1)	 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan €l819~eUl ~KR.QKtlT dan SKRDLB. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
~DKBT dan SKRDLB diterbitkan. kecuali jikaWajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4)	 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
kphpr~t~n c:phinnn::l tirl::lk rlinprtimh::lnn~::ln 

rpn;:lgr 

Pasal .... 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1 ). 

(3)	 1atacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
 

-

IPasal 15 
(1 ) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk alas SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan. kecuali jikaWajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya. 

(4)	 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
k"hPr::lt::m c:phinnn::l tirbk rlinprtimh::lnnk::ln 

,,,jnbusi dan pelaksanaan penag" .un ""''' 'vw, 

Ditambahkan 1 (satu) pasal menge nai 
piutang retribusi yang kedaluwarsa, 
sesuai Pasal168 UUNo. 28Tahull 2009. 

Telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

I 
Pasal 15avat (1)dan al'at (3)

. . .• 

disempurnakan dengan menghapus 
dokumen SKRDKBT. 

_____ --.J 



b. Dasar Hukum Mengingat 11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

Pasal 24 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang 
berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak dialur dalam 
Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak saatterutang. 

c. Ketentuan Peralihan 

c. Ketentuan Penutup Pasal26 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek 
Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 
dinyatakan tidak be~aku. 

11.	 Peraturan Pernerinteh Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

Pasal 24 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih 
terutang berdasarkan Peraluran Daerah yang lain, sepanjang tidak 
diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi 
kecuali wajib retribusi melakukan tindak pisana bidang retribusi. 

Pasal26 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang 
Izin Trayek Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2006 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Disempurnakan sesuai dengan adanya 
perubahan PP 

Kalimat dan subtansi Pasal 24 
disempurnakan 

Substansi Pasal 26 disempurnakan 



----

VI. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

No. Materi Wajib Raperda Rumusan Raperda
e-­

1. Nama Retribusi Pasal2 
Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan. 

2. Objek Retribusi Pasal3 
(1)	 Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan. 
(2)	 Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan 
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis 
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan 
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan 
(KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan 
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka 
memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut.. 

(3)	 Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk 
bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

3. Subjek Retribusi Pasal4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperleh izin 
mendirikan bancunan. 

n __ ...1 CA Golonqan Retiibusi ra;,al J 
I -r . Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai jenis 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

5. Cara Mengukur Ting kat Pasal6
 
Penggunaan Jasa
 (1)	 Tingkat penggunaan jasa Izin mendirikan Bangunan diukurdengan 

rumus yang didasarkan atas rencana penggunaan bangunan. 
(2)	 Penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bobot (koefisien). 
(3)	 Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Koefisien Tingkat Bangunan 

No. Tingkat Bangunan Koefisien 
1.	 Lantai Basement 1,20 
2.	 Lantai dasar 1,00 
J. 
")	 Lantai II 1,09I I	 I 4.	 l.antsi iii 1,12I	 -~--_ I.. 

~--_. 

Rumusan Penyempurnaan 

-

-

-

-

-

Keterangan 

Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun 
2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun 
2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 rahun 
2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tarun 
2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

I	 I 
I	 J 



5. Lantai IV	 1,15 
6. LantaiV	 1,18 
7. Lantai VI	 1,21 
8. Lantai VII	 1,24 
9.	 Lantai VIII 1,27 
Dst setiap kenaikan dan penurunan 1 (satu) lantai ditambah 
1,30. 

b.	 Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan 
No. Guna Bangunan Prosentase 
1. Bangunan Perdagangan Jasa 2,00% 
2. Bangunan Perindustrian 2,00% 
3. Bangunan Perumahan 1,00% 
4. Bangunan Rumah Tinggal 1,00% 
5. Bangunan Pemerintah 1,00% 
6. Bangunan Umum	 2,00% 
7. Bangunan Pendidikan 1,00% 
B. Bangunan Sosial Peribadatan 0,50% 
9. Bangunan Sarana Olah Raga 1.00% 
10. Bangunan tertentu lainnya 2,00% 

Disempumakan sesuai dengan UU No.Prinsip yang Dianut dalam Pasal76. Pasal7 
Penetapan Struktur dan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan 28 Tahun 2009. 
Besarnya Tarif Retribusi pada tujuan untukmenutupi sebagian atau seluruh biaya pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan. penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan. 
(2) Biaya sebaqarnana dimaksud pada ayat (1) rueliputi biaya (2) Biaya sebaqarnana drnaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan 

penqecekan, pcnqukuran lokasi, biJY3 pernetaan den oiaya dokumen izln, penqawasan dan penqendalian kegiatan usaha 
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan 

penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

Pasal9 ayat (4) dan ayat (5)dihilangkan, 
Retribusi 
Struktur danBesarnya Tarif Pasal 9	 Pasal 97. 

karena berdasarkan Perrnenpu No 24 
sebagi berikut : sebagi berikut : 

(1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan Rumus (1) Struktur dan Besarnya tarifRetribusi dihitung berdasarkan Rumus 
Thn 2007 bahwa heregistrasi dan balik 

RIMB = (LB X SHDB) +(LB X SHDB X KLB) +(LB XSHDB X RIMB =(LBX SHDB) + (LB X SHDB XKLB) +(LB X SHDB X nama bukan jenis kegiatan yang 
dikenakan retribusi 1MB 

RIMB = Retribusi Izin Merndirikan Bangunan RIMB = Retribusi Izin Merndirikan Bangunan 
LB =Luas Bangunan LB =LuasBangunan 
SHDB =Standar Harga Dasar Bangunan SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan 
KLB =Koefisien Lantai Bangunan KLB = Koefisien Lantai Bangunan 
KGB = Koefisien Guna Bangunan KGB = Koefisien Guna Bangunan 

I (2) Untuk Mernpcrbciki dan rnorubah struktur Bangun:m dikenaran I (2) Untllk rphahililq<;ilrPIlOV;:l<;j dan meruhah struklur B;mgun,m 
I ~~ ... ~~~- ru:0/ ,..J~.: ":I~: D~I.:... ,,~: bancunan I ~iL-cn':lL-"n ""hoc"r?1; OJ, rbri I\lil",i RI'>trihll<::i h",nnlln;:ln I I 

KGB)	 KGB) 

:.:>tUC;:>C11 Lv /0 uall l'lllal 1\t::lIIUU;:)1 UQI I~ UIIOI . U 11\,,1 I unl..A I I ......... ...,. ............... , ... ..., ,0 ........... I , ~" ..... , ........ ~ • . ... ... -- ........... • ~---=-.._. .. I	 I
 



(3)	 Untuk Pengganti lzin Mendirikan Bangunan yang hilang dikenakan 
sebesar 10 % dari Retribusi Bangunan. 

Telah sesuai denganUU No. 28Tahun 
2009. 

-

No. Jenis Bangunan Tarif Volume Keteranqan 
1. Bangunan Perumahan: Untuk bangunan 

a. rumah tempat linggal, Rp1.500 M2 semi permanen 
mess asrama dan 60% dari harga 
sejenisnya. Rp1.000 M2 tsb 
b. rumah panggung Ulkbgn > 1 II, 
khas daerah dan seliap Itdilmbh 
seienisnva 40% drhrg tsb. 

2. Bangunan Fasilitas 
Umum Komersil 
a. toke, bank, bioskop, Rp5.000 M2 
showroom, wisma/guess 
house, villa, hotel, 
losmen, colage, rumah 
makan/resloran, 
workshop 
perbenqketan dst 

] Rp7.000 1M2 II 
b. gUdang produksi 
(pabrik industri) gudang 
penampungan hasil 
bumi dan seienisnya. 

c....dst 
3. Bangunan Fasilitas 

Umum Sosial Komersil 
a. Sarana Pendidikan Rp2.000 M2 
Swasta, Rumah Sakil 
Swasla, Rumah 
Bersalin, Balai 
Pengobalan, Apolik, 
Warung dan sejenisnya. Rp600 M2 
b. Tambahan Bangunan 
bertingkat tiap 1 (satu) 

"4' ­
I Idlltai 

M.... =t I I.	 

-

I 

I I II I I 
I I . I tsangunan IIiK	 ~ I I , ·Jl	 ~ 

(3)	 Untuk Pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang dikenakan 
sebesar 10 %dari Retribusi Bangunan. 

(4)	 l--l@f@§istFElsi €JilaktJlmCj Ii (Iiffia) talHHl s@l<ali €lil<@l'lal<al'l S€l@@Saf 1Ii 
% €l3fi R8tFi~tJ8i B3I'lg~mal'l. 

(5)	 BaI~k ~Jaffia Izil'l MOOElifil<al'l ~a~l'lal'l €lil<@flakaR S€l@€lS3f liQ% 
€l3fi flilai RstFi@tJsi Bal'lgtJR81'l: 

Pasal10 
Tarif Harga Oasar Bangunan (THOB) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 terdiridari: 



5. 

o. 

Pemerintah: 
a. kantor, aula, bangsal, 
sarana pendidikan, 
rumah sakit, taka, pasar 
dan sejenisnya 
b.tambahan bangunan 
bertinqkat tiar> 1lantai 

I Bangunan tempat 
peribadatan: 
Masjid, Gereja, Pura, 
KlJil <ian sejenisnya 

I I::langunan Pekerjaan 
Lainnya: 
a Pagar Tembok, 
Kawat Ram dan Pagar 
Besi 
b. Pagar Kawat Berduri, 
pagar-pagar kayu 
c... dst. 

Rp3.000 

Rp800 

Rp600 

M2 

M2 

M2 

8. 

9. 
~ 

Wilayah Pemungulan 
I 

Pasal11 
~ Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempallzin 

I Mendirikan Bangunan diberikan. 
, 

Penentuan Pembayaran, Pasal12 
Tempat Pembayaran, (1) Pemungutan retribusi lidakdapat diborongkan. 

I 
·Angsuran, dan Penundaan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

Pembayaran I yang dipersamakan. 
_(3) Dokumen lainyang dlpersamakan sp.h;1Q;:iimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(4) Dillilffi Rill Wajis R@tri~tlSit@rtef1t"l tisak ffiefflsilyar t@~at J3asa 

wakt"lf1Y3 3t3~ k"lF8~§l Ff1Sffls3yar, ~iksf1al(aF1 saRksi a€lF1F1iFlistratif 
SSFet"a l3etR§Ol ssl3ssOlF 2% (S"l8 "sFssFljssliOl" Bellsf1 sari RstriBbJsi 
yaf1§ tSF"ltSFl§ yaFl§ tiEJak atOl~ h"lraf1§ 9ffiayaF €JaR €lita§iR €ISf1§laFi 
ffiSf1§§"lFl3k3F1 STRQ. 

(5) PSFl3§iRQF1 Rstrioosi tSfUtaR§l s8sOlQaif1R3FlOl sif1Ral(sloJs "a€la ayat 
(3) €lis3RuiloJi SSFI§3F1 Selrat TQ§urOlFI. 

(6) Tata carapelaksanaan pemungutan Retribusi diletapkan dengan 
Peraturan KSf'lala QaSF3R. 

Pasal 12 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapatdiborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 
(3) Doknmen !3in yang cipcrsarnakan ssbaqamana drnaksud pada 

ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

I 

I 

I 
I 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

1. Pasal12ayat(4) dan ayat (5) dihapus 
karena \elah diatur dalam Pasal19. 

2. Pasal 12ayat(6) disempurnakan 

~~~~~~ ~_e_~~~,~~~_ f~as~ ::Pera~uran 
r\t:l-'cllc1 Uc1t::Ic111 1I1t:IIJ3U1 Peraturan 
Bupati". 

I 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

I I _ __ I 
I 

~---



I 
I Pasal14 

Af:l8llila t:J€lf(~aG8r1~af1 ~asil f:lsrnsfillsa8f1 silernullafl sala ~8fU rJafl ata~ Oihapus. 1. Pasal 14 Raperda dihspus. karena 
~a )'QfI§ ~~~ j'Qf1§ ffi€mY€lbQ@/(ofi fl€lflaffl~O~8f1 retribusi dipungut berdasarkan 
JlIrnlo~ fslfi.OOsi Y8f1§ t@f~13f1§, ff1al~a sillsl ~aFl{af1 ~KRg lafflsaR3f1. penetapan Kepala Oaerah(Official 

I assessment) sehingga tidak diperlukan 
dokumen SKRO Tambahan.I 2. Dengan adanya pengurangan pasal, 
maka urutan dan penunjukan pasal 
selanjutnya agar disesuaikan. 

Pasal ... 1. Pasal 15 ayat (2)disempurnakan 
(1 )	 Pembayaran retribusi hanus dilakukan secara sekaligus atau lunas dengan menghapus dokumen 
(2)	 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain SKRDKB. 

yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan 2. Urutan dan penunjukan pasal agar 
SKRO. disesuaikan. 

(3)	 Oalam halpembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, 
makahasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor 
ke Kas daerah selambat-Iambatnya 1X24 jam. 

- 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 
I Tahun 2009. 

2. Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan 

'"IV. 

Te 
20 

1.199a 
ing lama 

2.etribusi
Jumlah retribusi terutang.I

Pasal~ 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau lunas 
f21 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain 

yang dltunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan 
SKRD al8lol ~1<Rg larnt3aRem.; 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, 
maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor 

I 

ke Kas daerah selambat-Iambatnya 1X24jam. 

I 

Pasal *0 

(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tandabukti pembayaran 
(2) Setrap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan 
(3) Sentuk, ukuran buku dan tanda bukti pembayarandan buku 

penenmaan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)dan 

1
ayat(2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .. 

Sanksi: 
a. Administratif Pasal 19 

Oalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang drbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Ib. Pidana Pasal27 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga I 
.meruglkan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 

Ii (SFIOfflJ bulan atau denda oalino banvak 4 (>lIl:lI1P1l1 krJli 

terutang. 
atas pidana, sesuai dengan Pasal178(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1(2) Tindak pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran	 UU No. 28 Tahun 2009.pelanggaran. 
1(3) Oenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan

~ penerirnaan negara.~ 



I 

Pasal ...~11:~ lPenaqihan I~ 
(1)	 Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan 

STRD. 
(2)	 Pengeluaran surat teguranlsurat peringatanlsurat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguranlsurat peringatanlsurat lainyang sejenis diterima oleh 
subyek retribusi Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang 
terutang. 

\ (4) Surat teguranlsurat peringatanlsurat lain yangsejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk 

12. Penghapusan Piutang 
Retribusi yang 
Kedaluwarsa 

Pasal25 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa 

setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retriousi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana 
di bidang Retribusi 

(2)	 Kedaluarsa Penagihan Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditangguhkan apabila: 
c.	 diterbitkan Surat Teguran; atau 
d.	 ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tangyal dilerimanya Surat Teguran tersebut. 

(4)	 Penqakuan u(cH1g Retribusi secara tangsung seoaqaunana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
belum melunasinya kepada Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan 
pennohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

l~_
 

I Pasal .... 
I (1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hakuntuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
 

yang sudahkedaluwarsa sebagairnana dimaksud pada ayat (1).
 
(3) Tata cara rpnahArlJ"i1n riutang Retribusi yang sudah kcdaluwarsa 

! diaturdenqanPeraturan R, rpaf 

Setelah Pasal16Raperda ditambahkan 1 
(satu) pasal yang mengatur mengenai 
penagihan, sesuai Pasal 156 ayat (3) 
huruf i UU No. 28 Tahun 2009 

Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun 
2009. 

_~ I 



l 113. IKetentuan peralihan -l	 J
BAS XIX I BASXIX	 Subtansi Pasal29 disem pumakan 
KETENTUAN PERALIHAN	 KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 Pasal 29
 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang
 
berdasarkan Peraturuan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur berdasarkan Peraturuan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam
 
d~lam Peraturan. Daera~ inimasih dapat ditagih selama jangka waktu 5/ Peraturan Daerah ini masih dapatditagih sela.ma jangka waktu 3 (tiga~
 
(lima) tahun ternitunq sejak saat terutang. tahun terhitung sejak saat terutang kecuail apablla waJlb retnbusi
 

I '_	 I melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 
14. J Ketentuan Penutup 

Pasal31	 Pasal 31 Subtansi Pasal 31 diserrpumakan 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 17Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17Tahun 2000 

~I-
I ­

I 
15. I Tanggal Mulai Berlakunya 

tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi. tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten I 
Lampung Selatan Tahun .... Nomor , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor ) dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal32 Pasal32 
Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang ~t mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
I ,::>mh::lre" Oaeran Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung 

Pasal32 I 

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. I 

Pasal20 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapatmengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

I 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)dan (3) tidak dianggap sebagai surat 

16. Lain-lain: 
a. keberatan 

Pasal20 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan Q@@€lfl SKRQKIST dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
I disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRQK!H dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya. 

I 
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

I i I (S) Pi=lflgaju3n koberatan tidak tiltjllulluakewajban membayar
I I L Retribusi dan pelaksarraan penagihan Retnbusi 
~-~	 --~--~--

keberatan, sehinqqa tidak oipertimbanqkan 
I(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajban membayar
1 Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

~~~~~~~_.--l 

Substansi Pasal32 disempumakan 

1. Telah sesuai dengan peraturan 
perundanq-undanqan

I 2. Urutan dan penuniuksn pasal agar 
disesuaikan. 

1. Disempurnakan sesuai Pasal168 UU 
No. 28 Tahun 2009. 

2.	 Dokumen SKRDKBT dihapus, karena 
pemu ngutan retribusi secara official 
assesment sehingga tidak 
memerlukan dokumen SKRDKBT. 

I
L	 J
 



------

b. Dasar hukum Mengingat 

~I 

I 
- ­

-


11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pela ksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tanun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

-

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Penambahan dasar hukum ( I~ 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20n penyempurnaan PP No 27 Thn 1993 ( 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia urutan disesuaikan dengan hir::~~l~i II peraturan peruuanNomor 4247); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

- Peraturan Menton Pekerjaan Umum Nornor: 241PrtlM/2Oc7t 
tentang Pedornan Teknis lzin Mendinken Bangunan Gedung 

-	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 32 Tahun 2010. 



VII. Retribusi Izin Gangguan 

No. Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 

1. Nama Retribusi Pasal 2 Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran 

pembayaran atas pemberian Izin G<l+Ig~~n-----m+lil< 

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai 
atas pemberian lzin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan 

~~I.illF-----p6f$a~n QSFOO6Olfl ~ldklJrn @ilGkasi yall9 

~I 

yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. 
m€lRim1311lkaR 13anaya, kOHel§iall €laR tt3A§[t1a3R tsrf:1a€la!l k8f:1i811~ 

i liR§I(IaR§3R @aR I3kssistl3lllc 
I	 -+-­

2 Objek Retribusi Pasal3 Pasal 3 
1 . (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat 
(1)	 Objek Retnbusi Izin Gangguan adalah pembenan izin tempat 

usahalkegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. termasuk pengawasan dan 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah 
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau I<.esehatan umum, 
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan. dan memenuhi memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi nomna keselamatan dan 
norma keselamatan dan kesehatan kerja. kesehatan kerja. 

(2) Tldak termasuk objek Retribusi adalah tempat usahafkegiatan yang telah 
telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2)	 Tidak termasuk obiek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang 
ditentukan olehPemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal4IJ~ 

Keterangan 

Pasal 2 disempurnakan sesuai dengan UU 
No. 28 Tahun 2009. 

I ~ 
Pasal 3 disempurnakan disesuaikan 
dengan ketentuan pasal 144 uu No 28 
tahun 2009. 

Telah sesuai dengan UU No. 28TahlJn 

I 
(1) Subjek Retrlbusi adalah orang pribadi ataubadan yang memperleh izin 

tertentu dari pemerintah Daerah.. 
(2l	 Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

wajib retribusi.

;~ I GoIOO9'" Ret'ib"~ , Pasal 5 -
Retribusi Izin Gangguan digolongk;m ~f'h;:l!Jili jenis Retrbusi Perizin3n 
Tertentu. 

5. Cara Mengukur Tingkat Pasal 6 
Penggunaan Jasa (1)	 Besarnya biaya retribusi diukur berdasarkan perkalian antara luas 

ruang tempat usaha, tarif, indeks lokasi dan indeks gangguan. 

2009. 

~--

, 

Pasal6 disempurnakan sesuai denganUUPasal 6 
(1)	 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang No. 28 Tahun 2009. 

tempat usaha, tarif, indeks lokasi dan indeksgangguan. 
(2)	 Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah luas
 

bangunan/ruang untlJk ternpat usaha.
 
(3)	 Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan sebagai beriket : 

a. Lokasi diJalan Negara Indeks-6 
b. Lokasi diJalan Propinsi lndeks-S 
c. Lokasi diJalan Kabupaten Indeks-4 
d. Lokasi diJalan Kecamatan (desa) Indeks-3 

(4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
 
berikut:
 
a. Intensilas Gangguan BesartTinggi Indeks-6 
b. Intensilas Gangguan Sedang/Menenqahlndeks-5 
c. Intensitas Gangguan Kecil/Rendah Indeks4 I

,	 
I
I 



I 

I 
I 

I 

I 
6. Prinsipyang Dianut dalam 

Penetapan Struktur dan 
Besarnya Tarif Retribusi 

7. Struktur dan Besarnya Taril 
I Retribusi 

I
II 

I 

Bab V Pasal 7 beserta isinya 
TAlA. C;6.RA PBIGHrHJNGAN RH~ 

-8AB=¥ 
dihilangkan, bab dan pasal lain 
menyesuaikan~ 

(1)	 8€lsamya n:ltrisllsi yaf1!'j t@rlitaf1§ 6i~ihif1g Qm€lasoflHilR
 
p<#kooat+afltara ti"'gkat ~@fl§§lJflaa", jasa €lem tarif f@tFib\:lsi.
 

(2)	 li~at 1'01\W\lflWn~& soaagaimaI'J8 €limsl~syg lOla€la ayat 
(4) ada~fl1lal=:t I'l0~a", jasa yaR!j 8ija€lika~
 

alokaci lJOOafl tJiayeF yall!'j €IipiklJl €I'*'faf-l IolRIW<
 
l'lo",yoIOO§§euaa", jasa yaR!'j 00F8af1§klitem.
 

(3)	 /\pabila tiR§kat ~oR§9E1f1aall jass soba§lsimsRa 8i~Elksll€l 

pa€la a,'ot (1) suli! diul~llF, Ff1aka til'lgkst I'lElR!'j9IolRaal1 jasa
 

~
 €iital~siF 13 BFd asorkaR ffiffltJ&-- yaR9 €lil3lJat €lIElI=:t
 
~8rifltah DaeFah.
 

(4)	 Rlelm~~a9ai~arm €Iimaksli€l ~a€lo ayat (3) horlJC 
m8flggrmiAkafl l3el3sf1 yaR§ di~ilHJI €lIElh PElmorif1tal=:t QSElral=:t 

I €la/am rne~lof1§§laral~af1 jaca torsel:HJt. 
(Iii) Tar-if m!Fi0\:lsi 8eliia~aimafla dimal~slld IOls€la ayst (1) a€lalsl=l 

.	 AiJai Fielfliah o!o#----per&;m!aso --tort€lRttt raf1g €litetaplHilR cHltuk 
lllollghitlil1QI3Qcamya rEltFislJsi ySfl9 tElFElta",!'j. 

(G)	 Tarif----retrtjmsi sOBa~aimaRa €Iimal~slel€l I'la€la a~'at (1) €Iapat
 
€Ii!ORtm-oo-- SQfil§Sffi Clfsli 98PJaFiasi ~8RIoJ FloJt 9€lI€lA!JSIl
 
s8slJoi €JOf1§Clf1 fr-iflSip €Jail saSSfOfl ~Elf1Elfal3al'l taFif
 

Telah sesuai dengan UU No. 28 TahunPasal9 -
(1 )	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan 2009,
 

tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian aau
 
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izinyanq I I
 
bersangkutan.
 

(2)	 Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud
 
pada ayat (1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan
 
dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
 
dampak negatif dan pemberian izin tersebut.
 

Pasal6 Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
(1)	 Besarnya biaya retribusi diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang 2009.
 

tempat usaha, tariff, indeks lokasi dan indeks gangguan.
 
(2)	 Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

luas bangunanlruang terpakai sarana dan prasarana tempat yang 
diusahakan. 

(3)	 Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayta (1)ditetapkan sebagai 
berikut: 
a.	 Lokasi dijalan negara indeks - 6 
b.	 Lokasi diialan provinsi indeks - 5 

I	 jc.	 Lckasi di[alan kabupaten indeks -4 
1 I 

I 



d.	 Lokasi di jalan kecamatan (desa) ndeks - 3 
(4)	 Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebagai berikut 
a. Intensitas gangguan besar/tinggi indeks - 6 
b. Intensitas gangguan sedang/menengah indeks - 5 
c. Intensitas gangguan kecil/rendah indeks -4 

Wilayah Pemungutan8. 

Penentuan Pembayaran, 
Tempal Pernbayaran, 
Anqsuran, dan Penundaan 

I Pembayaran 

9. 

I 

II 

Pasal8 
(1)	 Slruktur besarnya larif di golongkan berdasarkan luas 

ruang/lempal usaha dan areal lempalusaha. 
(2)	 Slruklur dan besarnya tarif retribusi ditelapkan secara berjenjang 

berdasarkan 5 (lima) kelenluan larif yang dihitung secara 
prog resif sebagai berikul : 
a. luas ruang lempal usaha 0 sid 100M2 Rp.450,­
b. luas ruang tempal usaha 101 sId 500 M2 Rp 350,­
c. luas ruang tempal usaha 501 sId 1000 M2 Rp.200,­
d.	 luas ruang tempal usaha 1001 sId 20.000 M2 Rp. 100,­
e.	 luas ruang lempal usaha 20.00 sidselerusnya Rp.50,­

Pasal11 
Retribusi Izin gangguan dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Pasal 12 
(1)	 Pemungulan relribusi lidak dapal diborongkan. 
(2)	 Relribusi dipungul dengan menggunakan SKRD atau dokurnen 

lain yang dipersamakan. 
I (1\ n"kllmpn l::Iin v::Inn rlinpr<;::Imrlk::ln <;ph;:J(];:lim;::lnrl dimaksud nada \-,	 -~ .. _ ... _ .. -_. ,_.~ -tr- _._-- .. - -- ----v-- _. - - - - I 

ayal(1) dapal berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(1)	 Qalaff1 ~al 'lVajitl R@tri@ll€ii tOrtOfltl3 ti(jal~ fI'l€lflll':Jayar t@~at [3a€Ja 

W&1~tI3Ry'a atal3 kUfafl~ fI'lSfI'ltlayaf, €liksflakafl si3fll.si a€lff1i~istFatif 

OOffl[3a BI3R@a SO§€lSaF 2°~ (€JI3€l l@€lfS€lfl) s€ltia[3l':JlJlafl €Jari 
Rstritlusi yaR~ tSFl3ti3R@ yafl@ ti€Jal\ atalJ 1\l3fElfl@ €li@ay'ar€Jafl 
(jit€l~i~ €J€lfl§lafl ff1eR@§l3flal\a~ STRQ. 

(§)	 PSfla§i~afl R8tfi~l3si tSfl3laAg ss@agaifFlafla dimaksl3d pa(ja ayat 
(:1) €li€la~I3J~i €l€lFl~ Sural legtffafl, 

(6)	 Tala cara pelaksanaan pemungulan Relribusi ditelapkan dengan 
Peraluran Bupali. 

Pasal13A	 .. 
~lla §€lfdasarkal'l ~asi4Jefl'l€lfil~saafl €litofFlukaFl ~ata Bar~ €lafl atoo 

I =:~=~::~I:~f::):::==aflIywMHtA AA>F)0H~ tulljtilfiff.='ll-Wk<lc-QiM#ttar~~R&~ 

I 

Pasal 8 
(1)	 Slruklur besarnya tarif di golongkan berdasarkan luas ruang/lem pal 

usaha dan areal tempat usaha. 
(2)	 Slruktur dan besarnya larif relribusi dilelapkan secara berjenjang 

berdasarkan 5 (lima) kelenluan tarif yang dihilung secara progresif 
sebagai berikul : 
a. luasruang lempatusaha 0 sId 100 M2 Rp. 450,-1 M2 
b. luas ruang tempat usaha 101 sId 500 M2 Rp. 350,-1 M2 
c. luas ruang lempat usaha 501 sId 1000 M2 Rp. 200,-1 M2 
d. luas ruang lempatusaha 1001 sId 20.000 M2 Rp. 100,-1 M1 
e. luas ruang lempat usaha 20.00 sId selerusnya Rp. 50,·1 M1 

Pasal12 
(1)	 Pemungulan relribusi tidak dapal diborongkan 
(2)	 Relribusi dipungul dengan menggunakan SKRD alau dokurnen lain 

'I yang dipersamakan. 
(:1) Dokumen lain vane dioersamakan sebauarnana dimaksud pada arat
\ I , .... • _ 

(1) dapat berupa karcis, kupon, dankartu langganan. 
(4)	 Tala cara pelaksanaan pemungutan Relribusi dilelapkan dengan
 

Peraturan Bupati.
 

D'hI a~& 

II 
I 

Tarif retribusi disempumakan dengan 
menambah M2 

Telah sesuai dengan UUNo. 28 Tahun 
2009. 

Pasal 12ayal (4) danayat(5) dihapus 
karena telah dialur dalam Pasal 17 

1.	 Pasal13 Raperda dihapus, karena 
retribusi dipungut berdasarkan 
penetapan Kepala Daerah (Official 
assessment) sehingga tidak diperlukan 
dokumen SKRD Tambahn 

2.	 Dengan adanya pengurangan pasal, 
rnaka urutan dan penunjuran pasa 
selanjutnya agar disesuakan, j 



Sanksi:10. 
a.	 Administratif 

b. Pidana 

Pasal44 
(1)	 Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau
 

lunas
 
(2)	 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain 

yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 
menggunakan SKRD 6aftIatslcl SKRgK8; 

(3)	 Dalam halpembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, 
maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus 
disetor ke Kas daerah selambal-Iambatnya 1X24 jam. 

Pasal ~ 

(1)	 Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. 
(2)	 Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan 
(3)	 Bentuk, ukuran buku dan tanda bukti pembayarandan buku 

penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
avat (2)akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Pasal 17 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 25 
(1)	 Wajib relribusi yang lidak rnelaksarakan kewajibannya sehingga 

rnerugikan Keuanqan Daerah diancdlil pidana kurungan paling 
I	 lama 6 (eRam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) ka!i 

jumlah retribusi terutang. 
(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

Penagihan11. 

Pasal ... 
(1)	 Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau lunas 
(2)	 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang 

ditunjuk sesuai waktu yangditentukan dengan menggunakan SKRD. 
(3)	 Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka 

hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebul harus disetor ke Kas 
daerah selambat-Iambatnya 1X24 jam. 

Pasal25 
(1)	 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

meruqikan KeuCllJgalJ Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau derda paling banyak 3 (Iiga) ka!i jum!ah refrbusi 
terutang. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
negara. 

Pasal ... 
(1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2)	 Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuhtempo pembayaran. 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal sural teguran/surat 
peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. 
Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 

(4)	 Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 

1. Pasal14 ayat(2)disernpurnakan 
dengan menghapus dokumen 
SKRDKB. 

2.	 Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan. 

1, PasaI25ayat(1)disesuaikan 
dengan Pasal17f1 UII No 28 TahlJn 
2009. 

2.	 Pada Pasal 25 ditambah 1 (satu) 
ayat baru mengenai penerimaan 
denda alas picana sesuai dengan 
Pasal178 UU No. 28Tahun 2009, 

Setelah Pasal 15 Raperda 
dilambahkan 1 (satu) pasal yang 
mengatur mengenai penagihan, sesuai 
Pasal 155 ayat(3) hurufi UU No. 28 
Tahun 2009, 

I	 dlmaksud pada aya! (el) dlkeluarkan oleh PeJabat yang dltunJuk. J
~-------



12. Penghapusan Piutang 
Retribusi yang Kedaluwarsa 

Ketentuan Peralihan13. 

14. I Tanggal rvlulai Berlakunya 

Li I
i 

II 

Pasal 23 
(1)	 Hak untuk rnelakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa 

setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan 
tindak pidana dibidang Retribusi. 

(2)	 Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditanggu hkan apabila: 
a, diterbitkan Surat Teguran; atau 
b.	 ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan SuratTeguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung 
sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
danbelum melunasinya kepada Daerah 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui daripengajuan 
permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan 
penmohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 27 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih 
terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak 
diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

Pasal~ 

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal .... 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagikarena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2)	 Bupati ruenetapkan Kepuiusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal27 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang 
berdasarkan Peraturan Daerah yang lain. sepanjang tidak diatur dalam 
Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak saat terutang kecuali terjadi tindak pidana dibidang 
retribusi denda. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

1.	 Ditambahkan 1 (satu) pasal 
rnenqenai piutang renitus yang 'I 

kedaluwarsa, sesuai Pasal 163 UU 
No. 28 Tahun 2009. 

2.	 Urutan dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan. 

Kalimat dan substansi pasal 27
 
disempurnakan
 

1,	 Telahsesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

2.	 Urutan dan penunjukanpasal agar I 
disesuaikan. ~ 



15. Lain-lain: 
a. keberatan Pasal 18 

(1) VVajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan €J8f1§a~ SKRDKfJTdan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBLdan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya 

(4) Keberatan yang tidak mernenuhi persyaratan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2)dan(3) tidak dianggap sebagai surat 
keberalan, sehingga tidakdipertimbangkan. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Relribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

b. Dasar Hukum Mengingal 

Pasal18 
(1)	 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan 
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retri busi tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4)	 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayal (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, 
sehingga tidak dipertimbang kan. 

(5)	 Pengajuan keberatan lidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 (Lembaran Negara Repubjk Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedornan Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 

1.	 Disempurnakan sesuai Pasal168 
UUNo. 28 Tahun 2009. 

2.	 Dokumen SKRDKBT dihapus, 
karena pemungutan retribusi secara 
official assesment sehingga tidak 
memerlukan dokumen SKRDKBT. 

Penambahan dasar hukum mengingat, 
urutan sesuaikan dengan hirarki 
peraturan perundang-undangan 

I 



VIII. Retribusi Pelayanan Pasar 

No. Materi Wajib Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan I Keterangan 

1. Nama Retribusi Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi alas 2009 tentang PDRD. 
pelayanan fasilitas pasar dan jasa pelayanan pasar. 

2. Objek Retribusi Pasa/3 Telah sesuai dengan UUNo. 28 Tahu n 
(1) Obiek Relribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada 2009. 

ayat (1)adalah penyediaan lasilitas pasar tradisionall sederhana, 
berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 
khusus disediakan untuk pedagang. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang 
dikelolaoleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

3. Subjek Relribusi Pasal4 Pasal4 Pasal4 ayat (1) diubah sesuai dengan 
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang UU No. 28Tahun 2009. 

ayat (1)adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memperoleh pelayanan lasil Has pelayanan Pasar 
fasilitas penyediaan pelayanan pasar. tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1)merupakan (2) Subjek retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan 
wajib retribusi. wajib retribusi 

4. Golongan Retribusi Pasal 5 - Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
Retribusi pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Urnum. 

1 

2009., I -­---~--- ~------ ---­ ---­

I Cara Mengukur Tingkat 
I 

I5. Pasal 6 - Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, silat 2009. 

bangunan dan jangka waktu yang dig unakan serta pelayanan pasar 
yang diberikan. 

6. Prinsip yang Dianut dalam Pasal8 Pasal8 Pasal 8 disernpurnakan sesuai dengan 
Penetapan Strukturdan Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya taril (1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan UU No. 28 Tahun 2009. 
Besarnya Tarif Retribusi retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan 
kemampuan masyarakal dan aspek keadilan. elektifitas penyediaan atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasional dan pemeliharaan, biaya bung a dan biaya modal 

-­

7. Struktur dan Besarnya Tarif Pasal10 I Pasal 10 1. Pemungutan retrbusi untuk tarifpada 
Retribusi 1(1) Struktur tarildigolongkan berdasarkan jenis, ternpat, luas, silat (1) Struktur tarifdigolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat Pasal 10ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

bangunan. dan jangka waktu yang diqunakan. I bangunan, dan jangka waklu yangdigunakan. harus pada lokasi atau obiek vanq
i I(2) 311 uktul Uell I lJ~~dIfIYd tori! ternpatberdagang berupa hamparan, ~) Struktur dan besarnya tant tempat berdagang berupa hamparan, berbeda. ~ I 



--------

---

I 
I I gerobak, kendaraan, los, kios, toke atau ruko untuk sernua jenis 

(3) 

(4) 

Jd~dll~dll Jitetd~"dli dtjll~dllllitUilgdll ~el haridJdldll ;,t:;Ud!:jdi 
berikut: 

No, Ternpat Daqangan Besarnya Tarif/hari 
1. Amparan Rp500 
2, Gerobak Rp500 
3. Kendaraan tidak Rp500 

bermotor (sepeda, 
becak atau 
sejenisnya) 

4, ."ds!. 

Struktur dan besarnya tarif sewa tanah, los, kios, toko atau ruko 

Struktur dan besarnya tarif~: 

a. Pedagang pemula dikenakan biaya 5% (lima persen) dariharga 
bangunan dengan penetapan harga per-M2 (per meter persegi) 

b. Pedagang yang memperpanjang sewa kontrak dikenakan biaya 
1% (satu persen) dari harga bangunan dengan penetapan harga 
per-M2 

e.	 Ps€lagaf1§ )'af1~ ffislaluJkan f'J8Falihaf1 9af1§YRafl 60&, ~ 

tok-oksf'JaEla ~s€lagal1g Elil"BfRI~ 888 8alik Nama (8IiilH) 
s08€Jsar!§i% gaFi haFga @ang~flan gElFlgOfl ~0f1Gtaf'J8n l:1aF§a !38F 
~ 

d. Keterlarnbatan dalam perpanjangan sewa/kontrak dikenakan 
dendasebesar 2% per bulan; 

e, Rincian jenisdan harga sewa bangunan dengan penetapan 
ha[]5-M2 sbb: 

No. Jenis Retribusi L::B:§i9i Per-M2 I 

No, 
1. 
2. 
3. 

4. 

(3) 

ditetapkan dengan hitungan per M2( per meter persegi) per bulan 
adalah sbb: 
I N I Jenis Bangunan Sifat Bangunan Harga per M /bln 

o. Rp2,OOOLos 1Milik Pemda 
Mli~ Pernda Rp1500Tansh1. -Rf 

2, Mlik Pemda Rp2,00O 
J, 

Los 
RpJ,500a. Permanen BertingkatRukorroko/Kios 

b.	 Semi Permanen 
Beriingkat Rp2,500 

c.	 Permanen Tak 
Beriingkat Rp2,500 

d.	 Semi Permanen Tak 
Beriingkat Rp2 000 

- ­

(4) c 

gerobak, kendaraan, los, kios, taka atau ruko uniuk semua jenis 
UdYdllYdl1 Ji '''''' ,,,.,, (i::,i1okasi) ditelapkcll1 Jengarl hitungan 
per hari adalah sebagai berikut: 

Tempat Daganqan 
Amparan 
Gerobak 
Kendaraan tidak bermator (sepeda, 
becak atau sejenisnya) 
"dst 

Besamya Tarif/hari 
Rp500 
Rp500 
Rp500 

~ ----

Struktur dan besarnya tari! sewa tanah, los, kios, toko atau ruko Ql 
.",,, .. , (isi lokasil ditetapkan dengan hitungan perM2 (per 
meter persegi) per bulan adalah sbb: 
N Jenis Bangunan Sifat Bangunan Harga p~ r 
o. M2/bln 
1l Tanah Milik Pemda Rp1 500 

RUko/Toko/Kios a,	 Permanen Bertingkat Rp3.500 
b.	 Semi Permanen 

Bertingkat Rp2,500 
c.	 Penmanen Tak 

Bertingkat Rp2,500

[d Semi Permanen Tak 
Bertingkat Rp2.000___L_ 

ruktur dan besarnya tari! di ", " .." .."" (isi 10l1a50 : 
a,	 Pedagang pemula dikenakan biaya 5% (lma persen) dari 

harga bangunan dengan penetapan harga per-M2 (per meier I 
persegi) 

b. Pedagang yangmemperpanjang sewa kontrak dikenakan 
biaya 1% (satu persen) dari harga bangunan dengan 
penetapan harga per-M2 

c. Keterlam batan dalam perpanjangan sewa/kontrak dikenakan 
denda sebesar 2% per bulan; 

o. Rincian jenis dan harga sewa bangunan dengan penetapan 
harga per-M2 sbb: 
No, Jenis Retribusi Harga Per-M2 
1, Toko/Kios Permanen Rp900.o00 

Bertingkat 
2, Toko/Kios Semi Rp800.o00 

Penmanen Bertingkat 
3. ".d st. 

I 

I 2, Bea balik nama untuk penyewaan los, 
kios, toko tid akdiperlukan karena 
bukan kepemiliksn. 



II I	 I~ Toka/Kios Permanen -rP900.000 l[
Bertmqkat I P) 3iruidul Jdil b~::,di ilya tarif iv1dllJi Cuei f\aku& (MCI<) dtotapkan	 II 

I 

I
 

I
 

8. Wilayah Pemungutan 

I
I 

I 

9~ Penentuan Pembayaran, 
I Tempat Pembayaran, 

Angsuran, dan Penundaan 
I Pembayaran 

I 

I 
~ 

2.	 Toka/Kios Semi Rp800.000 dengan perhitungan persekali pakai adalah sbb: 

--
Permanen Bertingkat No. Uraian Tarif/sekali pakai 

c-e-~-

3, ...dst	 1. Mandi Rp2.000 
2.	 Buano Air Besar (BAB) Rp1.000 

(5)	 Struktur dan besamya tarif Mandi Cuci Kakus (MCK) ditetapkan 3. Buang Air Kecil (BAK) Rp1.000 
dengan perhitunqan persekali pakai adalah sob: _
 

No. Uraian Tarif/sekali pakai
 
1. Mandi Rp2.000
 
2, Buano Air Besar (BAB) Rp1.000
 
3. Buang Air Kecil (BA~ Rp1.000 

Pasal 11 -

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tern patpelayanan
 
pasar diselenggarakan.
 

-----1---­
Pasal12Pasal12 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat dioorongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

lainyang dipersamakan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen 

lainyang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(3)	 Dokumen lainyang dipersamakan sebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) dapatberupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(4f- Da1-am 1:Jat~bY& teR€mtu tidakm@lllOOyaF-t€p<*f:)@€J@ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan relribusi diatur 

'1.'~hh-JRya 3t~toI kl-lr~R§ ~8ffiliJ3yar, €Iil(SRakaR s8RI(si a€lrniRislf-a-tif dengan Peraturan Bupati.
 
liJ@Fl-l~il I1Y~§a S€l~HlSilF 2% (s"la !3€lrs€l~) setiap ~ElI3F1 €lari
 
Rstril3Elsi YOR§ tSFl-lt8Rg yaR~ ti~8k ataY Imang ~i138Y8F €JaFl
 
~I+--deR§aFl ffi@R§§luFlahaR STR9.
 

{{i)	 PSF1a§tAan--RBlribl-lsi tSftolloR§ s91361gaiR'-l<JFl8 (ji~al<sY~ fla€Ja ayat
 
~2) 8i€Ja~toIlyi €l€lFl§3R S~Fat Tt:J§ElFilF1.
 

(6)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai Jl8Ra§li~aflretriousi diatur
 
dengan Peraluran Bupati.
 

Pasal 13 
(1)	 Pembayaran relribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

J 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-I ambatnya 15 (lima
 

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
 
dipersamakan.
 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran 
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali. 

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

-I 
a.	 Pasal 12ayat (4) dan ayat (5) dihapus 

karena telah diaturdalam Pasal 23 
Raperda danPasal14. 

b.	 Pasal12 ayat(6) disempurnakan 
dengan mengubah "penagihan " 
menjadi "pemungulan", 

Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun 
2009 



________ 

--------- ---r-'
II ­I 10.	 I ::3anksl: I 
a Administratif	 Pasa: LJ 

Dalam halWajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidakatau 
turang dibayardanditagih dengan menggunakan STRD. 

b. Pidana	 Pasal 24 
(I)	 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (tig a) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi terutang. 

(L)	 Tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

I	 I 
G1 IPenagihan 

12.	 Masa retribusi 

13.	 Penghapusan Piutang 
Retribusi yang Kedaluwarsa 

P3sal 14 
(1)	 Tata carapenagihan retribusi diawali dengan surat teguran/surat 

peringatan/surat lainyang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
 
teguran/surat perinqatar/surat lain yang sejenis disampaikan,
 
wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
 

(3)	 Surat teguranlsurat peringatan/surat lain yang sejenis
 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupatil
 
Pejabat yang ditunjuk
 

Pasal15 
V1asa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa. 

Pasal21 
(1)	 Hak untuk rnelakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa 

setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila VVajib Retribusi melakukan tindak pidana 
di bidang Retribusi. 

(2)	 Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
 
ayat (1), ditangguhkan apabila
 

e.	 diterbitkan Surat Teguran: atau 
---- -----~-----

-


Pasal24 
(1)	 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi lerutang. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 
pelanggaran.
 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 
penerimaan negara
 

I
 
I ~	 lah'	 Telah seSLJaI dengan UU No. :2tj lahun 

2009. 

Pada Pasal24 ditambah 1(satu) ayat
 
baru mengenai penerimaan denda atas
 
pidana, sesuai dengan Pasal178 UU No.
 
28Tahun 2009.
 

~
Pasal14 
(1)	 Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2)	 Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pem bay aran. 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
tegu ran/su ratperingatan/surat lain yang sejenis diterima oIeh 
subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi relribusi yang 
terutang. 

(4)	 Surat tequrarvsurat peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 

Pasal15
 
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ...... bln/tahun.
 

-

Pasal14 disempumakan dengan 
menambah 1(satu) ayat yang mengatur 
penagihan retribusi dengan 
menggunakan STRD. 

Masa retribusi harus ditetapkan secara 
definitif dalam Perda 

Telah sesuaidengan UU No. 28 Tahun 
2009. 

I 

L 



~-- ------l f. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik I 

I
 

I I I ianosunc mauoun tidak longsung I 
I 

(3) Da sebagaimana dimaksud 
pat uwarsa penagihan dihitung 
sej uran tersebut. 

(4) Pe lngsung sebagaimana 
din lah Wajib Retribusi dengan 
kes empunyai utang Retribusi 
dar rah. 

(5) Pe mgsung sebagaimana 
din etanui dari pengajuan 
per iundaan pembayaran dan 
per :etribusi. 

I Pasal2L Pasal 22 Pasal 22disesuaikan dengan Pasal1G8 
Pedoma retribusi yang kedaluwarsa (1 ) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak UU No. 28 Tahun 2009. 
dialur de untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

cihapuskan. 

I 

(2) Supati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

14. Ketentuan Peralihan Pasal27 Pasal 27 Jangka waktu penagihan retribusi diubah 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Thn 
terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak 2009 
diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka 
waktu ~ tahun terhitung sejak saat lerutang. waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika 

wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

15. Tanggal Mulai Berlakunya Pasal30 - Telah sesuai dengan peraturan 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. perundang-undangan. 

16. Lain-lain: Pasal17 Pasal 17 Pasal 17ayat (1)dan ayat (3) 
a. keberatan (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya disempurnakan dengan menghapus 

kepada Supati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk alas SKRD atau dokumen SKRDKBT karena relribusi 
dokumen lain yang dipersamakan 6e~ ~1<RDKlaMan dokumen lain yang dipersamakan. dipungut berdasarkan penetapan Kepala 
SKRDLB (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Daerah (Official assessment) sehingga 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. tidak diperlukan dokumen SKRDKBT. 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jikaWajib Relribusi tertentu 
dipersamakan,-s¥'RDKlaTdan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi ~ 

----_. ---- ----- - - - ----------- --------'------------- --------------- ------------------~---



I Wajib Retrihusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka wak;:l karena keadaan di luarkekuasaannya	 I 
I I 

b. Dasar hukum mengingat 

, ... . .. .. . . . _. .. . .. 
uu tlOaK cepat Olpenunl karena keacaan cuuarKCKU3S33nnY3. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

l 

I	 I1.1\	 1/ I "I • 

\'-fJ	 ',\C:Ul.,;IUlUl\ YC1II~ lIUQr\.llltllltllUIII tJt'I;:>YOIQtQII ':)C;;Ud~alllldlld 

dimaksud pada ayat (2)dan (3) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5)	 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi
 

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

I 

Penambahan peraturan tentang 
Pelaksanaan KUHAP 

Negara Republik Indonesia Nomor 5145); I	 j 



I
Ielah sesuai dengan UU No. 28 Tahun

I
I -

iffil Sanksi: r
[ i d. Adl11ini':>lldlir i Pasal 23

I Dalam hal Wajib Relribusi lidakmembayar lepal pada waktunya alau
kurang membayar, dikenakan sanksi adminislrasi berupa bunga
sebesar 2% seliap bulan dari retribusi yang lerulang yang lidak atau
kurang dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRO.

b. Pidana Pasal 24 Pasal24
(1) Wajib relribusi yang lidakmelaksanakan kewajibannya sehingga (1) Wajib relribusi yang tidak me!aksanakan kewajibannya sehingga I

,

merugikan Keuangan Oaerah diancam pidana kurungan paling merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling I
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah lama 3 (Iiga) bulan atau denda paling banyak 3 (Iiga) ka!i jumlah I o.
relribusi lerulang. relribusi lerulang. ,,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah
pelanggaran. pelanggaran.

I I I
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1)merupakan

Ipenerimaan negara.

11 Penaqihan Pasal 14 Pasal 14 l
(1) Tala cara penagihan relribusi diawali dengan sural leguran/sural (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. Pasal14 disempumakan dengan

peringalan/sural lain yang sejenis, dikeluarkan segera selelah 7 (2) Pengeluaran sural leguran/surat peringatan/surat lain yang menambah 1 (satu) ayat yang mengalur
(Iujuh) han sejak jaluh lempo pembayaran. sejenis sebagai awal lindakan pelaksanaan penagihan relribusi penagihan relribusi dengan

(2) Dalam jangka waklu 7 (Iujuh) hari setelah langgal sural dikeluarkan segera setelah 7 (Iujuh) han sejak jatuh lempo I menggunakan STRD.
teguran/sural peringalan/sural lain yang sejenis disampaikan, pembayaran.
wajib relribusi harus melunasi relribusi yang lerulang. (3) Oalam jangka waklu 7 (Iujuh) hari selelah tanggal surat

(3) Sural leguran/sural peringalan/sural lain yang sejenis leguran/sural perinqatan/surat lain yang sejenis diterima oleh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh bupali/ subyek retribusi. Subyek relribusi wajib melunasi relribusi yang
Pejabal yang dilunjuk lerulang.

(4) Sural leguran/sural peringalan/sural lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabal
yang dilunjuk

12. Masa relribusi Pasal15 Pasal 15 Masa relribusi harus ditelapkan secara
Masa relribusi adalah jangka waktu lertenlu yang merupakan balas Masa retribusi adalah jangka waklu yang lamanya ...... bln/lahun. definitif dalam Perda
waklu bagi Wajib Retribusi unluk memanfaalkan jasa.

13 Penghapusan Piulang Pasal21 - Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
Relribusi yang Kedaluwarsa (1) Hak unluk melakukan penagihan relribusi dinyalakan kedaluarsa 2009.

selelah melampaui 3 (Iiga) lahun terhilung sejak saat lerutangnya
relribusi, kecuali apabila Wajib Relribusi melakukan tindak pidana
di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayal(1), dilangguhkan apabila:

e. dilerbilkan Sural Teguran; alau
~-~ - - -_.- --- - -- --- ~.- - -- ---------- --------- ------- ------ ------- -- --



IX. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No,

1.

2.

3.

4.

5,

Materi Wajib Raperda

Nama Retribusi

Objek Retribusi

Subjek Retribusi

Golongan Retribusi

Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Rumusan Raperda

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan danKebersihan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal3
(1) Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan

Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, meliputi :
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dar; sumbernya ke lokasi

pembuangan sementara;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah;

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sarnpah.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat
ibadah, sosial dan tempat umum lainnya..

Pasal4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati jasa pelayanan
persampahan/kebersihan.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
wajib retribusi.

Pasal5
Retribusi Pelayanan Persampahan digolongkan sebagai jenis Retribusi
Jasa Umum.

Pasal6
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume

sampah.
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sampah organik dan non organik.
(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, untuk volume sampah

tersebut dapat ditaksir dengan menghitung luas lantai bangunan
rumah tangga, perdagagngan dan industri.

Rumusan Penyempurnaan

Pasal2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

mengg unakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/
kebersihan dari Pernerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Wajib Retribusi.

Keterangan

Kalimat Pasal 2 disempurnakan sesuai
dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.

Kalimat Pasal 4 ayat (1) disempurnakan
sesuai dengan UU No, 28Tahun 2009,

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.



-I - I~----ffiflj~~~safkoo : I Pasal 7 dihilanqkan II I
, i

I

I Tata cara penghitungan retribusi ~
I I fllBASflffWi=!· mtribusi

I I ,
f)€lrkaiiafl aFltara tiFl§lkat f)@Fl!l!ll:lflaaFl jasadootarit r€ltribl:lsi.

(2) TiFl!ll<at f)€lFl§l§l:lFlaal1 jasa s9ba~aimaFla €limal<sl:l€l f)a~a ayat
(1) aclalal=l jl:lmla~ ~€lFl§!§!~Flaal1 jasa yaFl§ €lijagil~aFl ~asar

alekasi @obaFl !:liaya yaFlQ €li~il,l-ll gaBra~ l-lFltl:l1<
f)€lFlY€lI€lfl§l§araaFl jasa yal1§! b€lrsaFl§I<l:ltaFl.

(3) A.f)al:lila tiF1§I~st J:jOI1§!JlmaaFl jasa s8ba!laimaFla €limal<sl:l€l
I

fla~a ayat (1) sl:llit €lil:lkyr, malHl tiFl§lI<at f:JElI1Q~YFla,H1 jasa
€la~at €lital~sir bsr~asarl~aFl rymys yaFl§ €libYat €lls~

PsmsfiFlt6lt:l Q6lsrat:l.
(4) Rl:lml:ls ssbs§lsiFFlaFlEl ~iFl1aksl:l€l filaga ayst (3) t:l6lrl:lS

FI18F1€srFl1iFlI,6lFl bsbaFi yaFl§ ~i~il<yl €llol:1 PSFFl9rifltat:l~
6alam m€lRyel€lFl§!lafal<sFI jasa tsrsebl:lt.

~ Tarif f8tribl:lsi s8!:la§aiFl1aFl6l ~im6ll<sl:lg f)6l~Pl 8yal (1) a€lala~

I
I Flilai rl:ll3iaR atal:l I3ElrseFltas@ tElrtElFltl-l yaFl§ €lit€ltaflkafl l-lFltl:ll,
I IllSFl§RitaFl§ bosamya r8tfi~l-lsi yan~ IEtllJtang.

~c)-==-TflFif s8b@gaimAftR=€ltmaksucl pad€! €Ira! (1) dilpa! ditefltt:*aA
sOFQgsm sl6ll:l bSPlariasi mefll:lFl:lt §€lI€lR§6lFl sssl-l6li €lsFI§l6lFl
I3riFlsi~ €l,m saSClrSFI IlfilREltaJ:jClFl tarit.

7. Prinsip yang Dianut dalam Pasal8 Pasal? Pasal 7 ayat (1) disempurnakan sesuai
Penetapan Struktur dan I (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan strl:ll'tl-lr €l6lfl I:lss8FFlya (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dengan UU No. 28Thn 2009
Besarnya Tarif Retribusi tarif retribusi El€l6lls~ l:lFltl-lk fl1€lFll-lt'--~~Y81811§~8f6laft ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,

fl@lsyaFlelfl filsrsalllflst:lsfli ksl:lefsit:lafl dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas
m8FFlflsrtimbsFl§l<an kemampuan masyarakat dan aspek pengendalian dan pelayanan persampahan/kebersihan.
keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan atau biaya peng umpulan, pengangkutan dan pengolahan
pemusnahan sampah termasuk pengadaan/sewa lokasi atau pemusnahan sampah termasuk pengadaan/sewa
Tempat Pemerosesan Akhir. lokasi Tempat Pemerosesan Akhir.

8. Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 10 Pasal 10 1. Pasal 10disempurnakan dan tarif
Retribusi (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut : retribusi untuk pengambilan,

diberikan volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan pengangkutan, pengolahan dan
masyarakat. sampah pasar : pemusnahan sampah pasar agar jangka

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut: 1. Toko Rp.15.000, -/bulan; waktu retribusi disamakan perbin / hari.
a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan 2. Kios Rp. 10.000,-/bulan; 2. Pasal 10ayat (4) dan ayat (5) dihapus

sampah pasar: 3. Los Rp. 7.500,-/bulan; karena telah diatur dalam Pasal 22
1. Toko Rp 15.000/bulan 4. Hamparan Rp. 1.000,-/Hari Raperda ini.

l
2. Kios Rp10.000/bulan b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan
3. Los Rp7.500/bulan sampah rumah tangga :

16.
I



I 1.luas bangunan < 71 ~IiF Rp. 6.000,-/bl; I I
I 2. tuas bdngunan /1 rvF ::,/d 300M~ RiJ. 8.DOO,-/bl, I ,I

3. luas bangunan > 300 M2 Rp. 13.000,-/bl; I
e. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan

sampah rumah teratur (Real Estate):
1. Keeil < 71 M2 Rp. 10.000,-/bulan;
2. Sedang 71 M2 sId 300 MZ Rp. 13.000,-/bulan;
3. Besar > 300 W Rp.50.000,-/bulan;

d. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan
sampah Perkantoran, Apotik, bengkel, Warung Nasi:
1. Keeil (volume sampah< 0,51 M3/hari) Rp. 20.000,­

Ibulan
2. Sedang (volume sampah< 0,51 M3 sid 0, 75 M3/hari)

Rp. 30.000,-/bulan
3. Besar (volume sampah> 0, 75 fvP/hari) Rp. 50.000,- Ii

Ibulan
penqarnbuan, pengangkutan, pengolahan dan Pemusnahan I
Sampah Industri (Ruuah Sakit, Holel, Pabrik, Rurnah ,
Makan):
1. < 0,75 M3 Rp. 100.000,-/bulan
2.0,76 sId 1,00 M3/hari Rp. 250.000,-/bulan
3.1,01 sid 1,50 M3/hari Rp. 500.000,-/bulan
4. 1,51 sid 2,50 Ml/hari Rp. 1.000.000,-/bulan
5.2,51 sid 3,50 Ml/hari Rp.2.000.000,-/bulan
Dikenakan pungutan tarnbahan sebesar Rp 500.000,­
setiap kelipatan 1M3

f. penggunaan TPA milik Pemerintah Daerah oleh orang
pribadi/badan sebesar Rp 10.000,-/M3;

4 Hamparan Rp 1000/hari
b. Penqarnbilan, penqanqkutan, pcnqolahan danpornusnahan

sampah rumah tangga:
1. Luas Bangunan < 71 M2 Rp6.000/bulan
2. Luas Bangunan 71 M2sId 300 M2 Rp8.000/bulan
3. Luas Bangunan >300 M2 Rp13.000/bulan

e. Pengambilan, Pengankutan, Pengolahan, danPemusnahan
sampah rumah teratur (Real estate):
1. Keeil < 71 M2 Rp10.000/bulan
2. Sedang 71 M2s.d 300 M2 Rp13.000/bulan
3. Besar >300 M2 Rp50.000/bulan

d. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan
sampah perkantoran, apotik, bengkel, warung nasi:
1. Keeil (volume sampah <0,51 M3/hari) Rp20.000/bln
2. Sedang (vol. <0,51 s d 0,75M3/hari) Rp30.000!b!n ,.
3. Sesar (vol. sampah >0,75M3/hari) Rp50.000/bulan

e. Pel1!:Jdlllbilan, pellgarlgkutan, pengolahan danpemusnahan I e.
sarnpah industri (Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Rumah Mak3n):
1. <0,75 M3 Rp100.000/bln
2. 0,76 s.d 1,00 M3/hari Rp250.000/bln
3. 1,01 sid 1,50 M3/hari Rp500.000/bln
4. 1,51 sid 2,50 M3/hari Rp1.000.000/bln
5. 2,51 sId 3,50 M3/hari Rp2.000.000/bln

f. Penggunaan TPA milik pemerintah daerah oleh orang
pribadilbadan sebesar Rp1 O. 000/M3

II
I

9. Wilayah Pemungutan Pasal11
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut diwilayah
Daerah Kabupaten lampung Selatan.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.

10. Penentuan Pembayaran,
Tempat Pembayaran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) dapat berupa karcis. kupon, dan kartu langganan.
(1) Dalam-hal Wajil3Retribl-Jsi tmtoAh:l ti@ale memeaym tSl'JEltiJatJa

wsk{ooy-a-iltoo--kUfBf1§j Al€Jrnlls)'aF, @il,oAallaA saAI\si mJAlif1istratif
B€HEip-aOOA§a s€JOOsar~%---fd\:Ja I3@FS@f1) s@tiap BEilaA--dOO
R@tFiBElsi yaA§l tsrEitaA§l yaA~ ti9ak ataEl IH:lFaF-l§j 9iBaj'ar @aA

Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lainyang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.

(4) Tata eara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12disempumakan sesuai dengan
UU No. 28 Tahun 2009.



ri
I :

I €litagil'1 €l@fl~3R £TRQ I-
I ~--R&tfibHsi i€lrutan§ sebagaimooa dimaksud p-ada ayat /

~idaAtilyjoonga~~\lFElf'l.

(6) Tatacara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

I I
I I

Pasal13
(1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.

11. Penagihan Pasal14 Pasal ..... I Pasal14 disempumakan dan
(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului Idisesuaikan dengan UU No. 28Thn 2009

[
' sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

dikeluarksn segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo yang sejenis.
pembayaran. (2) Penqeluaran surat tegur::Jn/slirat peringatan/surat lain yang

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
harus melunasi retribusi yang terutang. tempo pembayaran.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunJuk, teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterirna

oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi
retribusi yang terutang,

(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
diatur dengan Peraturan Supati.

12 Masa Retribusi Pasal 15 I Pasal 15
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ...... bln/tahun.
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Masa retribusi harus ditetapkan secara
definitif dalam Perda

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.

Sanksi:
a. Administratif

13.
Pasal22
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
retribusi Daerah (STRD).

.__~_-~_-------_~_-.---,--- ,-----



UNo. 28

pasal agar

o. 28 Tahun

n pasal agar

uaikan
No. 28 Tahun

-I p..,nc:> P..,C'..,I ')':1 rla~~h~h ~ (salu) ~.._, I
II UUUI ~~ol.c..vUllallluall I \~ lU)dYdL I
I baru rnenoenai oenerirnaan denda alas

asal178 UU No.

~a I Pasal23 I--
I I : (1) Wajib relribusi Valill lida], Illelabdlldkan kewaiibannVd sehi IIIllyyd

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiqa) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah
pelanggaran.

14. Penghapusan Piutang Retribusi Pasal2G - 3. Telah sesuai dengan
yang Kedaluwarsa (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa Tahun 2009.

setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 4. Urutan dan penunjuk:
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana disesuaikan.
di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditangguhkan apabila:

Ia. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Relribusi, baik

IrWOStlng rnaupun tidak langsung
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)hurufb, adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan
permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan

I
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal~ Pasal .... 1. Pasal 21 Raperda diss
Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagikarena hak dengan Pasal 168UU
diatur dengan Peraturan Bupati. untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 2009.

dihapuskan. 2. Urutan dan penunjukar
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang disesuaikan.

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

_..-- -----------

15. Tanggal Mulai Berlakunya Pasal29 - Telah sesuai dengan UU N
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2009.

.. ~ -



~ Lain-lain: I I I
I 3. keberatan i Pasol tf iPa::>al... I a. Pasa! 16ayat (1) dan ayat (3)

(1) Wajib Retribusi tertentu dapal mengajukan keberatan hanya (1) Wajib Relribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya disempurnakan dengan menghapus
kepada Bupali atau pejabat yang ditunjuk alas SKRD atau kepada Bupati alau pejabat yang ditunjuk alasSKRD atau dokumen SKRDKBT.
dokumen lain yang dipersamakan @€lflQafl SKRgl<~T dan dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB. b. Urutan dan penunjukan pasal agar
SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disesuaikan.

(2) Keberalan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3

(3) Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRO atau dokumen lainyang
(liga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib
dipersamakan, £KRgK~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
Wajib Retribusi lertenlu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
ilu lidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. kekuasaannya.

(4) Keberalan yang lidak memenuhi persyaratan sebagaimana (4) Keberalan yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana
i dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat I d. imaksud pada ayat(2) dan (3) fidak dianggap sebagai
I keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. surat keberatan, sehingga lidakdipertimbangkan. .

I I (5) Pen~aju~n keberatan tidak menu~da kewajiba~ membayar I (5) Pen~aju~n keberatan lidakmenu~da kewajiban membayar I
---+ Retribusi dan polaksanaan penagrhan Retribusi +--Retnbusl dan pelahsdllaan penaqihan Retribusi I,. -

b. Dasar Hukum Mengingal Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 lentang I Penambahan peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 len tang Pelaksanaan KUHAP
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

lentang



X. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
--

No. Materi Wajib Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

1. Nama Retribusi Pasal 2 Pasal2 Kalimat Pasal 2 disempurnakan
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
pembayaran Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus. Kakus dipungut Retribusi alas pelayanan Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.

2. Objek Retribusi Pasal 3 - Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun
(1) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah 2009.

pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Oikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMO danpihak swasta.

I I Subjek Retribusi Pasal4 I Pasal4 I Pasal4 ayat (1) disernpurnakan
I I (1) SubJek Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum

menggunakan/memanfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan yang menggunakan/memanfaatkan jasa Penyediaan
Kakus. dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib retribusi. merupakan wajib retribusi.

3. Golongan Retribusi Pasal5 - Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
Retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan 2009.
dalam jenisRetribusi Jasa Umum.

4. Cara Mengukur Tingkat Pasal6 - Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
Penggunaan Jasa (1) Jasa retribusi penyediaan danJatau penyedotan Kakus diukur 2009.

berdasarkan volume penyedotan.

5. Tata cara penghitungan ~ - Pasal 7 dihilangkan
retribusi (1) Besamya retri~"lsi yaFl~ t@r"ltaFl§ €lil:lit"lFl§lB@F(JasarhaR fOl@rl(aliaFl

aFltara--tii%Jkat fOlElRgglolFlaaFl jasa €laR tarif rstril:l"lsi.
(2) TiFl§kat fOl8Fl§!:flolFlaaFl jasa sol:la§aiffiaFla €Jimal<sl:l€l l3a€la ayat (1)

ooala~ j~mla~ fOl€HlggooaaFl jasa yangrnja€likaFl €lasar al@l<asi
13813an l:liay8 yal1§ €lifOlil<l:l1 €laeral:l 13Flh.Jh l3~mysh3Fl§§ar8aFl jas8
yoog--OOfS~I("lt@R:

! (2) AfXlbila tiFl!:fI<at 138FlgglolFlaaFl jasa sel:la§aimaFl8 €lim8ks"l€l fOla€Ja
ayat {1)s13lit €IiWwr, ffiaka--til1§l<at=f}O~naaFl jasa d@l3at €lttaksir
l:ler€lasarkaFl r13ffil:lS yaFl§ €lil:llolat 818~ P8mElriFlta~ blasra~.

(4) Rl:lffil3S sel3a§DimaFla -dimahs13 €I ==-fl'€lda ayat (2) I:larys
m€HlcW'miFlkaFl 1:l€ll3arryal1§ €lipik-u1eI€l~ PsmsriFlta~ Dasrat:l



Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009.

Pasal 12ayat (4)dan ayat (5) dihapus
karena telah diaturdalam Pasal17dan
Pasal 15baru.

-----.L _

-, I
: I

Pasal 9 I Pasal 8 diubah menjarli Pasal9
(2) Struktur dan besarnya tarif relribusi penyediaan dan/atau '

penyedotan kakus adalah sebagai berikut:
a.Kategori Niaga dikenakan biaya Rp75.000/M3
b.Kategori Non Niaga dikenakan biaya Rp60.000/M3
c.Kategori Sosial dikenakan biaya Rp50000/M3

(3) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10Km dikenakan
biaya tambahan sebagai berikut:
a.Radius 10-25 Km Rp50.000
b. Radius 25-50 Km Rp75.000
c.Radius> 50 Km Rp100.000

(4) Apabi!a pelaksanaan penyedotan kakus rnernenukan
penyambungan selang lebih dari 20 m, maka pemakai harus
menambah biaya sebagai berikut:
a.Sambungan < 5 m 10% drjumlah setoran
b.Sambungan > 5 msid 10m 15% dari jumlah setoran
c. Sambungan >10 m sid 15m 20% dari jumlah setoran; dan
d. Sambungan > 15m 25% dari jumlah setoran.

Pasal12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
____ .1 _

I Pasal8
(2) Struktur dan besamjatari! retribusi penyediaan dan'aiau penyedotan

kakus adalah sebagai berikut:
a Kategori Niaga dikenakan biaya Rp75,OOOIM3
b. Kategori NonNiaga dikenakan biaya Rp60.0001M3
c. Kategori Sosial dikenakan biaya Rp50.0001M3

(3) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km dikenakan biaya
tambahan sebagai berikut:
a. Radius 10-25 Km Rp50.000
b. Radius 25-50 Km Rp75.000
c. Radius> 50 Km Rp100.000

(4) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan
selang lebih dari20 m, maka pemakai harus menambah biaya
sebagai berikut:
a. Sambungan < 5 m 10% dr jumlah setoran
b. Sambungan > 5 m sId 10m 15% dari jumlah setoran
c. Sambungan >10 msId 15m 20% dan jumlah setoran; dan
d. Sambungan > 15m 25% dari jumlah setoran.

Pasal11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan
dan/atau penyedolan kakus.

._----_.

Pasal12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan
-_.------- ----_._----

I~ oolam m€1AY€1I€l~arakaA jasa t€lrS@~I3t. .. -- -1
I Ui~TRrif--ff4fIDll~i (eol'lAoi1im,m9 dimak&Ilfl DOOR Byat+~}~ai I

Penentuan Pembayaran,
Tempat Pembayaran,
Angsuran, dan Penundaan
Pembayaran
._----

Strukiur danBesarnya rant
Retribusi

8.

, 9

I I.

I

I i rupiOO ata~ l3@rS€1fltase t€lft€1 Flt~ YOO§ ElitetaJ§lkafl 1:H1t~k

moo!j~itlJA!j ~eSarA,'a fEltril3lJsi yaA!j tElrlJtaA~.

~l larif s~aiA1aFta €lirrtaKsl:H:1 f}a€la ayat (1) €la~at Elite FltlJl~aA

sera!jsffi stall ~8PJafiasi FFlElFlllfYt ~@I@A!jaFl sEls~ai €l8R~aR f}riFlsip
€lEU1 sasaraFl l'leA€1taf}€'H1 tarif.

6. Prinsip yang Dianut dalam Pasal 8 Pasal 8 Prinsip dan sasaran Retribusi
Penetapan Struktur dan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapantarit retribusi penyedotan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya Penyediaan dan/atau Penyedotan
Besarnya TarifRetribusi daniatau penyedotan kakus adalah biaya administrasi, pembuangan, tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya Kakus disesuaikan dengan prinsip dan

transportasi, pengadaan/perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan. penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kemampuan sasaran retribusi jasaumum, sesuai
masyarakat dan aspek keadilan. dengan Pasal 152UU No. 28Tahun

(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2009.
adalah biaya administrasi, pembuangan, transportasi,

Ipengadaan/perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan.
I-

II



Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud I I
padd a:ycll (1)UdlJdl bt::lUIJd karelS, kupon, dan kartu I !

~ngganan. I !
(4) Tata carapelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

(3) Dokumen lainyang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat I (3)
(1) napa! berupa karcis, kupon, dan kartu !3ngg:man. :

(4) Bolam Ilal Woji!3 R€lt~illl--Jsjtertcntu-tidal( m€lffi6ayar t€l~at f)ada .
wokhmyo ota13 Iq,JFOfi§! msm!3oyor, €JikoflShoFl sOFlksi o€JmifiistRltif
OOrnfJO IHj~a S@OO€OF 2% (€Jua ~€l'S@Fl) sotio~ IH--Jlofi €Jafi R€Jtfi613si
yMl§! tenoltofl§! yaFl§ ti@ak ateJH klolf9fl1j €li@ayar €JaFl €lita!jill @Sfl1jafl
m€lfl§!§!lmahaFl SHU)

~~iRelfl Rst~ilHlsi tEJ~13taFl§ ssbagaim3flo €Iiffial(s13€J f)a€Ja ayat (~
€liOOhlJlllifJ€lFl§afl G13,at log13FaFl.

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

nI I

P08011~

,opa!:Jila l:Jo~€Josa~kafl Rasil f3fJm€Hil(saan €JitfJmElkofl €Jata l:la~1--J €Jan atata €Jata
)'3A§ ssmtala 6sltafl9 tSFtafl@kaf3)'8Flg IflsFl,'s@al3kof1 ~ElFloflfllla~aFljElm!oR

ret#tJl--Jsi YO''!§! tSFEItafl@, FFlaka sil<sII--JOFI(aFl £KRfJ taml:laRafl.

Pasal44
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atauditempallain yang

ditunjuk sesuai waklu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD
secara jabatan €JaFl SI<Rbi Tam !:Jallan;

1

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempatlain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan daerah dari retribusi lersebut harus disetor ke Kas
daerah selambat-Iambatnya 1X24 jam.

Pasal43
(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukli pembayaran.

I

(2) Setiap pembayaran dicatal dalam buku penerimaan
(3) Benluk, ukuran buku dan tanda bukti pembayarandan buku

penerimaan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dan ayat
(2) akan diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Dihapus.

Pasal ....
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat

lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD secara jabatan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan dilempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus
disetor keKasdaerah selam bat-larnbatnya 1X24 jam.

1. Pasal 13Raperda dihapus, karena
retribusi dipungut berdasarkan

I penetapan Kepala Daerah (Official

I
assessmenl) sehingga tidak
diperlukan dokumen SKRO

I Tambahan.
L. Oengan adanya pengurangan

pasal, maka urutan dan penunjukan
pasal selanjutnya agar disesuaikan.

1. Pasal14 ayat(2) disempurnakan
dengan menghapus dokumen
SKRD Tambahan.

2. Urutan dan penunjukan pasal agar
disesuaikan.

'I

1 1. Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

2. Urutan dan penunjukan pasalagar
disesuaikan.

10. I Sanksi: I Pasal 17
a. Administratif Dalam hal WajibRelribusi tidak membayar tepal padawaktunya atau

I kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

I

2°(0 setiap bulandariretribusi yang terutang yang tid akatau kurang dibayar
I Idan d;lag;h dengan menggunakan STRD

Telah sesuai dengan UUNo. 28 Tahun
2009.



11. Pasa! 24 ayat (1) disesuaikanPasal24Pasal24
I \ I) VVdJIU It;;lIIUU;,1 Ydll\J lIUdl\ 111t:ldl\::>dlldl\dll i\t::WdJIUdllliyd ::>t::1 1I11\J\Jd I (I J VVdJlll retnuus: yany lldak meiaksanakan kewejbannya dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama G sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana 2009.
~ bulan atau denda paling banyak 4 (@fl'1Jlat) kali jumlah retribusi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling Q. Pada Pasal 24 ditambah 1 (satu)
terutang. banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. ayat banu mengenai penerimaan

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah denda atas pidana, sesuai dengan
pelangg aran. pelanggaran. Pasal178 UU No. 28 Tahun 2009.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara.

11. Penagihan - Pasal ... Setelah Pasal 15Raperda
(1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan ditambahkan 1 (satu) pasal yang

menggunakan STRD. mengatur mengenai penagihan, sesuai
(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang Pasal156ayat (3) huruf i UU No. 28

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Tahun 2009.

I I I

retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

Itempo pembayaran.
(3) Dalam janqka waktu 7 (tuiuh) hari setelah tanggal surat I

tequren/surat pcringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh
subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi
yang tenutang.

(4) Surat leguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

12. Penghapusan Piutang Pasal26 - Telah sesuai dengan UU No. 28Tahun
Retribusi yang Kedaluwarsa (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa 2009.

setelah melarnpaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditangguhkan apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurufb, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi danbelum
melunasinya kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara lang sung sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b,dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

I lb. Pidana
I



II I -
I
I

I~al ....
I (1) Piutanq Rctribusi yang tidak munqkin Jitagih lagi karena hak

untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsadiatur dengan Peraturan Bupati.

11 nit::lmh::lhk::lll 1 ic-..,+. ,\ nn~nlI .... ·•...... ·.......... ,,"'v· I \V'CllUJ ,..,a~al

I rnenqena: p!utang retnbust yang
kedaluwarsa, sesuai Pasal168 UU
No. 28 Tahun 2009.

2. Urutan dan penunjukan pasal agar
disesuaikan.

13. Ketentuan Peralihan Pasal27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih
terutang berdasarkan Peraluran Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur
dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu ~

f#ma1 tahunterhitung sejaksaat terutang.

Pasal27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang
masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat
ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak i
pidana dibidang retribusi.

Jangka waktu penagihan retribusi
diubah sesuai dengan ketentuan UU
No. 28 Thn 2009

14. Tanggal MulaiBerlakunya Pasal~

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1. Telah sesuai denqan peraturan

perundsnq-unoanqan.
2. Urutan dan penunjukan pasal agar

disesuaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan I Penambahan dasar hukum mengingat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana te/ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

I

15. Lain-lain:
a. keberatan

b. Dasar Hukum Mengingat

Pasal18
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan~
~~an SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diaiukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.-&KRQK-&l"--dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali jikaWajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapatdipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat(2)dan (3)tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retrbusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal18 11.
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 12.
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai aiasan-alasan yang jetas:

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan, kecuali jikaWajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3)tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidakdipertimbangkan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
danpelaksanaan penagihan Retribusi

Disempurnakan sesuai Pasal168 UU
No. 28Tahun 2009.
Dokumen SKRDKBT dihapus. karena
pemungutan retribusi secara official
assesment sehingga tidak memerlukan
dokumen SKRDKBT.



XI. Retribusi Pelayanan Kesehatan

No. Materi Wajib Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan I
1. Nama Retribusi Pasal2 - Telah sesuai dengan UU No. 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas jasa Tahun 2009 tentang PDRD.
pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya diPuskesmas, Puskesmas Keliling,
Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat
Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.

2. Objek Retribusi Pasal3 - Telah sesuai dengan UU No. 28
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Tahun 2009.

I
puskesrnas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,

Irumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang
sejenis yang dimiliki daniatau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali I

pelayanan pendaftaran.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, SUMO, dan pihak swasta

3. Subjek Retribusi Pasal4 - Telah sesuai dengan UUNo. 28
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Tahun 2009.

pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah;

I

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib
retribusi.

~J Golongan Retribus Pasal5 - Telah sesuai dengan UU No. 28
(1) Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tahun 2009.

- ---

5. I Cara Mengukur Tingkat Pasal6 Pasal6 Pasal 6 disempurnakan sesuai

I
Penggunaan Jasa Cara penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayananan Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, dengan UU No. 28 Tahun 2009.

'I
tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan. bahan/peralatan yang digunakan frekuensi pelayanan kesehatan.

6. I Prinsip yang Dianut dalam
I

Pasal7 - I Telah sesuai dengan UU No. 28
~ Penetapan Struktur dan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan

. _~ahun 2009c.__ Besarnya TarifRetrlbusi biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya operasional dan

-- --Ipemeliharaan.
--,- - ------ ---------- ---- --I-----

7. IStruktur danBesarnya Pasal 9
TarifRetribusi (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana

I L____ .1dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IIyang
1merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Oaerah ini. .L

~-- -_.._------------------------------ -



I I
I I
I I

I

I No. I Jenis Pelayanan Jumlah Biaya
(Rp)

1, Pelayanan Rawat Jalan: 5.000
a. Poliklinik umum/perkunjungan tanpa

tindakan
b. Poliklinik gigilperkunjungan tanpa tindakan
c. Poliklinik KIA &KB/perkunjungan tanpa

tindakan
2, Pelayanan Paket Rawat Jalan Soesialistik 25.000
3. Pelayanan Gawat Darurat:

a. Incisi/eksisi absces pertindakan 15.000
b. Luka ringan (tanpa jahitan) 5.000
c. Jahitan per 1jahitan 2.000

1
d. Luka bakarringan (1-15%) 125.000
P- dst

4. Pelayanan Rawat Inap PerHari Rawat I
a. Biaya akomodasi perawatan:

- Dewasa/anak 60.000
- Perinatologi 50.000

b. Visite dokter umum 10.000
c. ...dst

5. ...dst.

Lampiran II:
I. Tarif Rawat Jalan Medis Umum, Gioi dan Soesialis

No Uraian Umum/Gigi Spesialis

1. Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp4.000 Rp4.000
2. Jasa Pelavanan Rekam Medis Ro1,000 Ro1.000
3. Jasa Pelayanan Farmasi Rp2.500 Rp2.500
4. ...dst.

II.Tindakan di Poli Rawat Jalan
No Jenis Tindakan Jumlah (Rp)
1. Poli Bedah

Debridement 41.000
Exsisi, incisi 36.000
Exterpasi 105,000
...dst.

2. Poli Kebidanan
Inplant bidan 27000

_.- ----

II Lampiran l:



i 40.000 I IIII I
I 27.000 I

" I I I IUU DIUan

...dst.
3. Poli Gigi

Tindakan Operasi kecil 27.000
Tindakan sederhana 40.000

ITindakan sedang 27.000
I...ds!.

4. ...dst.

III. ...dst.

8. Wilayah Pemungutan Pasal 10 - Telah sesuai dengan UU No. 28
Relribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2009.
Selatan

If----l
Pasal 119. i Penentuan Pembayaran, - Telah sesuai denqan UU No. 28

Tempat Pernbavaran, I Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannva SKRD atau dokumen lain Tahun 2009.
I Angsuran, dan yang dipersamakan.
I Penundaan Pembayaran

Pasal12 Pasal12 Pasal 12ayat(4)dan ayat (5)
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (1 ) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. dihapus karena telah diatur dalam
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen Pasal 20Raperda ini.

dipersamakan. lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. pada ayat (1)dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) b'alam ~al Waji~ RetffflEJsi t€lFl@tEJ ti€lak m€lm~ayaF t€l~at ~a~a waktEJflya ataEJ (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan

kEJFafl~ ffiElmBayar,gil\sflElkafl SElflksi El~ffiiflistFEltif ~SFlJ~a ~s SSIaSSSF 2%- dengan Peraturan Bupati.
(~EJa ~€lrS€lfl) s€ltia~lafl ~ari R€ltriOOsi yarl~ t€irEJtafl~ yarl~ ti€Jak atal:! kl:!rafl~

€l'llaaY3r €Jarl ~ita~i~ ~Elfl~Srl FflSrl!:j!:jEJrlsksrl STRb'.
(~) P€lfl3!:ji~arl REltri~EJsi tSFEJt3rl§ ssla3~3iffi3rla €Jimsksl:!€J ~a€Ja ayat (3) €Ji€Ja~lJllJi

€JSrl!:j3fl ~I:!rst TI3~lJFSfl.

(6) Tata cara pelaksanaan pemungulan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13
(1) Pembayaran retribusi yang terutang hanus dilunasi sekaligus.

, (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penggunaan, dan tempat pembayaran
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

~ II I Inplant dokter
I I I I I IUD BiJI I



1 Pada Pasal 25ditambah 1(satu)
ayat baru mengenai penerimaan
denda atas pidana, sesuai dengan
Pasal178 UU No. 28 Tahun 2009.

I I
I Telah sesuai dengan UU No. 28 I
I Tahun 2009. I

Pasal25
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3
(tiga) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

--------------1 penerimaan negara. I I

Pasal25
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

b. Pidana

HI11. '1 Penagihan II Pasal14 I' Pasal 14 I fJasal 14disempurnakan dengan I

(1) Talacara peoaqiban retribusi diawalj dengan suratteguran/surat I (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan rnenoqunakan STRD. I menarnbah 1 (satu) avat ..
. -- ydlly

peringatan/surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari (2) Tata cara penaqihan retribusi diawali dengan surat mengatur pen ibusi
sejak jatuh tempo pembayaran. teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, dikeluarkan dengan meng TRD.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
melunasi retribusi yang terutanq. teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan,

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupatil Pejabat yang ditunjuk. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh bupatil
Pejabat yang ditunjuk .

12. Penghapusan Piutang Pasal21 - Telah sesuai dengan UU No. 28
Retribusi yang (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah Tahun 2009.
Kedaluwarsa melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali

apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditangguhkan apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dariWajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) I

huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi danbelum melunasinya kepada Daerah.

~ Sanksi: l Pasal 20 I -
lid AUIIIIIII::>lr atii i Dalam hai Wajiu Rell iuu::.i liudK membayat tepat paua waktunya atau kuranq I

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan
dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.



I (5) Pengakuan ulang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat(2)
I nurutD, capatoiketarun danpenqaiuan permononan anqsuran atau atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Relribusi.

Pasal22
(1) Piulang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak unluk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tatacara penghapusan piutang Relribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

13. Tanggal Mulai Berlakunya Pasal29 - Telah sesuai dengan peraluran
Peraluran Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. perundang-undangan.

14. Lain-lain
I I

a. Lampiran I Angka 11 Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling Angka 11 Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling I - Tambahkan tarif retribusi untuk
a) ... a) ... Puskesmas Kelillng, Puskesmas
b) ... b) ... Pembantu dan Balai Pengobalan
c) Dari Puskesmas keRumah Sakit BL c) Dari Puskesmas ke Rumah Sakil BL - Jasa Pelayanan Dokler

JaS8 PSliil)'8f1iilfl Dl3ktEiF P8fl~afl1flif1~ Jasa Pelayanan Perawat Pendamping '" Pendamping dihilangkan, karena
- JasaPelayanan Perawat Pendamping cukup didampingi olehperawal

b. Lampiran II Tarif Retribusi Perda Rumah Sakit Umum Daerah TARIF RETRIBUSI, PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH Judullampiran disempurnakan
SAKIT

III. RETRIBUSI PERDA PELAYANAN AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH III. RETRIBUSI PERDA PELAYANAN AMBULANCE ATAU MOBIL Jasa Pelayanan Dokter Pendamping
- Jasa Pelayanan Dokter Pendamping JENAZAH dihilangkan, karena cukup

I didampingi oleh perawat

GUBERN,Uf LAMPUNG,

\0. _,~~

SJACHRO~DIN Z.P.




